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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan 

telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan 

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

(BAPPELITBANG) Kabupaten Tapin Tahun 2021 dapat disusun. 

Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah maka Bappelitbang melaporkan kinerja dan 

menyampaikan kepada Bapak Bupati Tapin sebagai bahan 

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan 

Fungsinya. 

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021 ini 

masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang 

sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada 

penyusunan LKjIP pada tahun yang akan datang.   

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan (LKjIP) Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2021. 

Akhirnya semoga (LKjIP) Tahun anggaran 2021 ini memberikan 

kontribusi bagi terwujudnya kepemerintahan yang baik dan bersih di 

Kabupaten Tapin, khususnya di lingkungan Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan. 

 
Rantau,     Maret 2022 
KEPALA BAPPELITBANG 

 

 
Dr.  H. Zainal Aqli, ST, MT 
Pembina Utama Muda 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian 

dan Pengembangan Kabupaten Tapin tahun 2021 ini disusun dalam 

rangka mendukung pencapaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Kabupaten Tapin yang merupakan bentuk pertanggungjawaban 

kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu 

upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini 

berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen 

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan tahun 2021 yang telah disepakati antara Kepala 

Bappelitbang dengan Bupati Tapin.  

Terdapat 2 (dua) kinerja utama dan 5 (lima) indikator kinerja 

yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Peneltian dan Pengembangan Tahun 2021 yang telah 

diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dan 

Badan Perencanaan Pembangunan Peneltian dan Pengembangan 

Tahun 2018-2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah 

ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Peneltian dan Pengembangan Nomor : 

970/71/Bappelitbang/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan 

Peneltian dan Pengembangan. 

Rata-rata pencapaian indikator kinerja tersebut secara 

keseluruhan mencapai 102,06 persen atau masuk dalam kategori 

sangat berhasil. 4 (empat) indikator kinerja utama yang ditetapkan 

masuk kedalam kriteria Baik Sekali (BS) karena memiliki nilai kinerja 

diatas 100 persen, dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang 

memiliki nilai 100 persen. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut 

: 
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Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2021 

No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja 

Utama 

Target 

Tahun 

2021 

Capaian 

Tahun 

2021 

1. Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 

Indeks Kualitas 
Perencanaan 

Score 6,2 Score 7,2 

Rata-rata capaian 
kinerja Indikator 
Kinerja Utama Daerah 

80% 93,64% 

Rata-rata capaian 
kinerja Indikator 
Kinerja Utama SKPD 

80% 116.68% 
 

2. Meningkatnya 
Hasil 
Kelitbangan 

Persentase hasil 
kelitbangan yang 
dimanfaatkan 

80% 100% 

Persentase hasil   
kelitbangan yang 
disitasi 

80% 100% 

RATA-RATA 102,06% 

Pencapaian target indikator kinerja utama tersebut didukung 

dengan melaksanakan 4 program dengan 15 kegiatan dan 48 Sub-

kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.119.156.998,00 

dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.324.086.886,00 atau 

91.28%.  Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai realisasi 

anggaran 100%, karena adanya efisiensi penggunaan anggaran dan 

adanya pandemi Covid-19, namun semua kendala tersebut tidak 

mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.  

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan 

evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten 

Tapin pada umumnya dan Badan Perencanaan Pembangunan 

Peneltian dan Pengembangan pada khususnya. 

 
Rantau,     Maret 2022 
KEPALA BAPPELITBANG 

 

 

 

Dr.  H. Zainal Aqli, ST, MT 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG  

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat 

reformasi birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh 

seluruh instansi pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu langkah 

yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik adalah diharuskannya setiap instansi 

pemerintah menyusun laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah 

tersebut atas penggunaan anggaran yang telah digunakan selama 

satu tahun.  Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

8 Tahun 2006 perihal Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

Gambar 1. Akuntabilitas Kinerja 
 

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka setiap instansi 

pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang 

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi 

pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang 
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dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja 

tahunan yang dibuat sebelumnya. 

 

Gambar 2. Hubungan Perencanaan dengan Kinerja 
  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang- Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   

Pemerintahan   Daerah serta Peraturan   Pemerintah   yang   

dijelaskan   lebih   lanjut   dalam   Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat  Daerah  sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.  

Pada Pasal 46 ayat (3) Badan Daerah kabupaten/kota 

mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan 

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah kabupaten/kota. Pasal 46 ayat (4) berbunyi: Badan Daerah 

kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;  
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d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Selanjutnya Pada pasal 46 ayat (5) Unsur penunjang Urusan 

Pemerintahan meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian 

serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; 

dan e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

1.2. GAMBARAN UMUM, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN 
STRUKTUR ORGANISASI SKPD 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pegembangan 

(Bappelitbang) Kabupaten Tapin adalah Badan yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, 

yang tugas membantu Bupati dalam menyusun, mengendalikan dan 

mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, 

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Urusan-urusan yang 

dilaksanakan dimaksud juga mencakup tugas-tugas Pemerintah yang 

didelegasikan kepada Pemerintah Daerah melalui azas dekonsentrasi 

maupun tugas pembantuan. Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin sebagai unsur 

pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin dibidang perencanaan 

daerah dituntut untuk mampu menyiapkan perencanaan daerah 

yang aspiratif, responsif, partisipatif, implementataif, efektif, realistis 

dan berorientasi pada masyarakat dan daerah, serta dapat 

dipertanggunng jawabkan. Dengan demikian dokumen perencanaan 

yang dihasilkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pegembangan Kabupaten Tapin menjadi acuan seluruh satuan kerja 

perangkat daerah/instansi dalam rangka mendukung terwujudnya 

visi, misi Pemerintah Kabupaten Tapin. 

Dasar hukum pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin adalah Peraturan 

Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2017 

tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan 
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Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Tapin. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok “menyusun dan 

melaksanakan kebijakan daerah dibidang perencanaan serta 

penelitian dan pengembangan” di Kabupaten Tapin.  

Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbang Kabupaten Tapin 

 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, 

penelitian dan pengembangan; 

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, 

penelitian dan pengembangan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian 

pembangunan daerah; 

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi 

dan infrastruktur; 

e.  pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial 

dan sumber daya manusia; 

f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan 

pengembangan; 

g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; 

h. pengelolaan kesekretariatan; dan 

i. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. 

Adapun uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan terdiri dari: 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi: 

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, 

penelitian dan pengembangan; 

2. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, 

penelitian dan pengembangan; 

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian 

pembangunan daerah; 
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4. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi 

dan infrastruktur; 

5. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial 

dan sumber daya manusia; 

6. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan 

pengembangan; 

7. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; 

8. pengelolaan kesekretariatan; dan 

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin terdiri dari: 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 
Pengembangan 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan merupakan koordinator utama dalam proses 

perencanaan pembanguan, penelitian dan pengembangan yang 

bertugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait 

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan berjalan 

secara efektif dan efisien. Uraian tugas Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah: 

a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, 

penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

b. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan 

penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam bentuk 

RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

c. mengoordinasikan, membina, mengendalikan penyusunan 

perencanaan pembangunan Daerah dalam bentuk Renstra dan 

Renja Organisasi Perangkat Daerah; 

d. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan 

penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dengan OPD dan 

BUMN/BUMD melalui Musrenbang dan Rapat Koordinasi dalam 

rangka sinkronisasi program; 
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e. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan 

penyusunan konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD; 

f. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan 

kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

pembangunan Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan 

selanjutnya; 

g. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan 

pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 

kementerian/lembaga dan provinsi; 

h. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan 

pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; 

i. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan; 

j. mengoordinasikan dan membina secara teknis dan administratif 

serta mendelegasikan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang 

sesuai dengan bidangnya masing-masing;  

k. mengelola kegiatan kesekretariatan; dan  

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.   

Sekretariat  

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan 

fungsional dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinir 

kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan dalam menyusun rencana, program, dan anggaran 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, 

membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja 

sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, membina 

dan menata organisasi dan tata laksana, mengelola barang 

milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, 

mengoordinir pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas 
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capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja 

pengadaan barang/jasa Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan; dan melaksanakan fungsi lain yang 

diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan.  Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat 

oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab 

pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan.  Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat; 

b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 

c. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; 

d. pelaksanaan urusan keuangan; 

e. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan; 

f. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bappelitbang; 

g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja 

Sekretariat; 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugas. 

Unsur-unsur Sekretariat terdiri dari: 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan 

pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, 

rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan lingkup 

Bappelitbang; 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan 

surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, 

keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan 

administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan; 

(3) Sub Bagian Keuangan 

Mempunyai  tugas  menyiapkan bahan dan melaksanakan 

pengelolaan keuangan Bappelitbang. 

Bidang Perencanaan dan Pengendalian 

Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan dalam rangka 
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integrasi (keterpaduan perencanaan) dan sinkronisasi (penyesuaian 

dengan ketentuan yang berlaku) perencanaan pembangunan, 

perencanaan pembiayaan dan pengendalian pembangunan daerah. 

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang mempunyai 

fungsi: 

a. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, 

evalusi dan informasi pembangunan daerah; 

b. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan 

dan pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian 

perencanaan dan pendanaan pebangunan daerah; 

c. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan 

dan pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian 

kewilayahan; 

d. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan 

dan pengawasan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan 

informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan 

daerah; 

e. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program 

pembangunan di daerah; 

f. Penyusunan program, pengordinasian sinkronisasi pelaksanaan 

kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah; 

g. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan evaluasi 

terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan 

pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta  hasil rencana 

pembangunan daerah; 

h. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan 

pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut 

penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan 

kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; 

i. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah 

berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan 

pembangunan; 

j. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah 

k. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program 

dan kegiatan pembangunan daerah; 

l. Penyusunan dan pengelolaan hasil evauasi dan laporan 

pelaksanaan program pembangunan daerah; 
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m. Pemantauan dan evaluasi bidang perencanaan dan pengendalian. 

Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari:  

1. Sub Bidang Perencanaan : mempunyai tugas melaksanakan dan 

memberikan bimbingan teknis, fasiltasi dan supervisi 

perencanaan. 

2. Sub Bidang Pengendalian : mempunyai tugas melaksanakan dan 

memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi 

pengendalian pembangunan daerah. 

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur 

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas 

mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan 

perencanaan pembangunan daerah, sinergitas dan harmonisasi 

RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan 

Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah 

Pusat dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data 

dan informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Perdagangan, 

Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan 

Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan 

Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 

Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bidang Ekonomi dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur; 

b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan Perdagangan, 

Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, 

Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan 

Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian 

dan Kecamatan; 

c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan 

urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, 

Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, 

Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan 
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dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 

Statistik, Persandian dan Kecamatan; 

d. evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan Perdagangan, 

Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, 

Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan 

Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian 

dan Kecamatan; 

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang 

Ekonomi dan Infrastruktur; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugas. 

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terdiri dari : 

(1) Sub Bidang Ekonomi Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas 

menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah 

dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat 

Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat 

dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan 

informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Perdagangan, 

Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, 

Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan 

Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral. 

(2) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan 

dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah 

sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, 

sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, sinergitas 

dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi, 

pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi 

serta evaluasi dan pelaporan urusan Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian 

dan Kecamatan. 
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Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia 

Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas 

mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan 

perencanaan pembangunan daerah, sinergitas dan harmonisasi 

RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan 

Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah 

Pusat dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data 

dan informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Sosial, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban 

Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan 

Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian 

dan Sekretariat Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas Bidang Sosial dan Sumber Daya 

Manusia menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Sosial dan Sumber Daya 

Manusia; 

b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan Sosial, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban 

Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, 

Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga 

kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; 

c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan 

urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman 

dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, 

Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, 

Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah 

Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; 
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d. evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan Sosial, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban 

Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, 

Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga 

kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; dan 

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Sosial 

dan Sumber Daya Manusia; dan 

f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugas. 

Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia terdiri dari : 

(1) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan 

dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah 

sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, 

sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, sinergitas 

dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi, 

pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi 

serta evaluasi dan pelaporan urusan Sosial, Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan 

Sekretariat DPRD. 

(2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas 

menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah, sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah 

dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat 

Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat 

dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan 

informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Kesehatan, 

Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah 

Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah. 
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Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas 

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada ayat 

(1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan  fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan; 

b. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan; 

c. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan 

pengembangan; 

d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;  

e. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan 

daerah; 

f. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; 

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian 

dan pengembangan; 

h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan; 

i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; 

dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugas. 

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : 

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya, 

mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan 

urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian, 

Sekretariat Daerah, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD. 

(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, mempunyai 

tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan urusan 

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman 
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Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan 

Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian 

dan Kecamatan. 

1. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis, diatur sendiri dengan 

Peraturan Bupati. 
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Gambar 3. Bagian Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 
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1.3. DUKUNGAN SUMBER DAYA 

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat 

penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik 

institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang 

menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, Sumber 

daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah 

organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk 

mencapai tujuan organisasi itu. Kinerja sumber daya manusia 

merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan dan 

persepsi tugas. Usaha merupakan hasil motivasi yang menunjukan 

jumlah energi (fisik atau mental) yang digunakan oleh individu untuk 

menjalankan suatu tugas. Dukungan sumber daya manusia yang 

ada di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Tapin menurut jabatan bisa dilihat pada 

tabel dibawah ini:  
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Tabel 1.1 Data Nominatif PNS 

No NIP Nama Gelar 
Depan 

Gelar 
Belakang 

Golongan Ruang Jabatan Pendidikan 

Gol. 
Ruang 

Terakhir 

Masa 
Kerja 

Jenjang 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

Tingkat 
Pendidikan 
Terakhir 

Program 
Studi/Jurusan 

Th
n 

Bl
n 

1 2 3 4 5 12 14 15 16 18 19 21 

1 196902141994
031011 

ZAINAL AQLI Dr. H. ST, MT IV/c 28 04 Pimpinan 
Tinggi 
Pratama 
(setara 
esselon II.b) 

Kepala S.3/sederaj
at 

Doktor Ilmu 
Administrasi 

2 198405222008
031001 

MEIDY 
HARRIS 
PRAYOGA 

H. SE, ME IV/a 14 04 Administrat
or (setara 
esselon III) 

Sekretaris S.2/Profesi/
sederajat 

Magister 
Ekonomi 

Pembangunan 

3 196405041989
071001 

HAIRANI 
FAUZI 

H. S.IP IV/a 31 01 Administrat
or (setara 
esselon III) 

Kabid 
Penelitian 
& 
Pengemba
ngan 

S.1/D-
IV/sederajat 

Ilmu Politik 

4 197108231993
031004 

PAJAR 
SAFARI 

H. S.Sos III/d 29 04 Administrat
or (setara 
esselon III) 

Kabid 
Ekonomi 
& 
Infrastruk

tur 

S.1/D-
IV/sederajat 

Administrasi 
Negara 

5 197808042006
041004 

ZULFIAN 
RADMI 

 ST,M.Eng IV/a 16 03 Administrat
or (setara 
esselon III) 

Kabid 
Perencan
aan & 
Pengendal
ian 

S.2/Profesi/
sederajat 

Magister 
Perencanaan 

Kota dan 
Daerah 

6 197905072005
012015 

MAHDIATI  SP, 
M.Ling 

III/d 17 06 Pengawas 
(setara 
esselon IV) 

Kasubbag
. 
Perencan

S.2/Profesi/
sederajat 

Magister 
Pengelolaan 

SDA dan 
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No NIP Nama Gelar 
Depan 

Gelar 
Belakang 

Golongan Ruang Jabatan Pendidikan 

Gol. 
Ruang 

Terakhir 

Masa 
Kerja 

Jenjang 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

Tingkat 
Pendidikan 
Terakhir 

Program 
Studi/Jurusan 

Th
n 

Bl
n 

aan dan 
Pelaporan 

Lingkungan 

7 197504092008
031001 

MUHAMAD 
KHAIR RANI 

  SE III/d 14 04 Pengawas 
(setara 
esselon IV) 

Kasubbid 
Pengendal
ian 

S.1/D-
IV/sederajat 

Ekonomi 
Pembangunan 

8 197612142009
011002 

ARIF 
RAHMAT D 

  S.Sos III/d 13 02 Pengawas 
(setara 
esselon IV) 

Kasubbid 
Penelitian 
dan 
Pengemba
ngan 
sosbud 

S.1/D-
IV/sederajat 

Administrasi 
Negara 

9 198405042010
012024 

RIRY 
MAGRIATY 

  SE.M.Si III/d 12 06 Pengawas 
(setara 
esselon IV) 

Kasubbid 
Penelitian 
& 
Pengemba
ngan 
Ekonomi 

S.2/Profesi/
sederajat 

Magister Sains 
Ilmu 

Perencanaan 
WIlayah 

10 198501122009
042004 

SITI NUR 
AZIZAH 

  S.Kom III/c 13 03 Pengawas 
(setara 
esselon IV) 

Kasubag 
Umum 
dan 

Kepegawa
ian 

S.1/D-
IV/sederajat 

Sistem 
Informasi 

11 198408012010
012023 

AGUSTIN 
CAROLINA 

  SE III/d 12 06 Pengawas 
(setara 
esselon IV) 

Kasubbag 
Keuangan 

S.1/D-
IV/sederajat 

Akuntansi 

12 197609302014
062006 

EVI SELVI 
ADS 

  ST III/c 8 11 Pengawas 
(setara 
esselon IV) 

Kasubbid 
Sosial 
Budaya 

S.1/D-
IV/sederajat 

Teknik Sipil 
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No NIP Nama Gelar 
Depan 

Gelar 
Belakang 

Golongan Ruang Jabatan Pendidikan 

Gol. 
Ruang 

Terakhir 

Masa 
Kerja 

Jenjang 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

Tingkat 
Pendidikan 
Terakhir 

Program 
Studi/Jurusan 

Th
n 

Bl
n 

13 198307172015
031002 

UCI SANUSI   SE III/c 07 05 Pengawas 
(setara 
esselon IV) 

Kasubbid 
SDM 

S.1/D-
IV/sederajat 

Ekonomi 
Manajemen 

14 198606132015
031001 

ARIEF 
FITRIANTO 

  SE III/c 07 04 Pengawas 
(setara 
esselon IV) 

Kasubbid 
Ekonomi 

S.1/D-
IV/sederajat 

Ekonomi 
Manajemen 

15 199201292015
031001 

M.HILMI 
JAMALUDDI
N 

  SE III/c 07 04 Pengawas 
(setara 
esselon IV) 

Kasubbid 
Perencan
aan 

S.1/D-
IV/sederajat 

Ekonomi 
Manajemen 

16 197304152006
041013 

NOR 
IFANSYAH 

  S.Kom III/b 16 06 Pengawas 
(setara 
esselon IV) 

Kasubbid 
Infrastruk
tur 

S.1/D-
IV/sederajat 

Sistem 
Informasi 

17 197202201993
032003 

LILI 
DAMAYANTI 

Hj.  III/b 29 04 Pelaksana Pengadmi
nistrasi 
Program 
dan Tata 
Operasio
mal 
Penelitian 

SLTA/D-
I/sederajat 

IPS 

18 196505182007
012013 

IRIYANI    III/a 15 08 Pelaksana Pengadmi
nistrasi 
Umum 

D-
III/Sarjana 
Muda/seder
ajat 

Administrasi 
Pembangunan 

19 198510302019
032001 

FAJAR SURI 
KUSUMA W 

  SE III/a 03 04 Pelaksana Analis 
perencan
aan, 
Evaluasi 
dan 

S.1/D-
IV/sederajat 

Ekonomi 
Pembangunan 
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No NIP Nama Gelar 
Depan 

Gelar 
Belakang 

Golongan Ruang Jabatan Pendidikan 

Gol. 
Ruang 

Terakhir 

Masa 
Kerja 

Jenjang 
Jabatan 

Nama 
Jabatan 

Tingkat 
Pendidikan 
Terakhir 

Program 
Studi/Jurusan 

Th
n 

Bl
n 

Pelaporan 

20 197412182009
012002 

SUMIATI    II/d 13 05 Pelaksana Pengadmi
nistrasi 
Perencan
aan & 
Program 

D-
III/Sarjana 
Muda/seder
ajat 

Akuntansi 

21 197507152009
012004 

FARIDAH 
ARIANI 

  A.Md II/d 13 05 Pelaksana Pengadmi
nistrasi 
Perencan
aan & 
Program 

D-
III/Sarjana 
Muda/seder
ajat 

Akuntansi 

22 197509012009
011006 

MUHAMMAD 
SYAHDANI 

  A.Md II/d 13 05 Pelaksana Bendahar
a 
Pengeluar
an 

D-
III/Sarjana 
Muda/seder
ajat 

Akuntansi 

23 197804152009
012005 

SITI 
MARFUAH 

  A.Md II/d 13 05 Pelaksana Pengadmi
nistrasi 
Keuangan 

D-
III/Sarjana 
Muda/seder
ajat 

Akuntansi 

24 197308102012
122003 

ISNANIAH    II/a 11 03 Pelaksana Pengadmi
nistrasi 
Program 
& Tata 
Operasion
al 
Penelitian 

SLTP/seder
ajat 
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Berdasarkan data tabel 1 diatas maka didapatkan sebaran pegawai 

berdasarkan jenjang jabatan yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:  

 
Gambar 4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan  

Berdasarkan data Tabel 1 diatas maka didapatkan sebaran pegawai 

berdasarkan golongan ruang yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

 
Gambar 5. Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang  

Berdasarkan data juga maka didapatkan sebaran pegawai berdasarkan jenjang 

pendidikan yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 
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Gambar 6. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

 

1.3.1. Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana kantor adalah dua hal yang sangat penting untuk 

mendukung kelancaran aktivitas kantor guna mencapai tujuan suatu organisasi. 

Dimana sarana merupakan fasilitas yang dapat dilihat serta di gunakan oleh 

karyawan dalam menyelesaikan tugas kantor. Contohnya; gedung, ruangan kantor, 

peralatan, mesin kantor. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas yang tidak 

berwujud, namun menjadi pedoman karyawan dalam bekerja. Untuk itu, guna 

mencapai tujuan organisasi, suatu kantor harus dapat menjamin dan menyediakan 

fasilitas yang menunjang keberhasilan karyawannya dalam bekerja. Karena jika 

suatu kantor hanya mengandalkan tenaga karyawannya saja tanpa di dukung 

dengan fasilitas yang memadai, tentu karyawan akan bekerja dengan kurang 

maksimal dan segala aktivitas kantor tidak dapat berjalan dengan lancar. 

Akibatnya, tujuan dari organisasi itu sendiri tidak tercapai. Dukungan sumber 

daya manusia sarana dan prasarana yang ada pada kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin bisa dilihat pada 

Tabel 1.2 berikut: 
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Tabel 1.2 Sarana-Prasarana Kantor Bappelitbang Kabupaten Tapin 
 

NAMA BARANG JUMLAH SATUAN STATUS BARANG 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

Sepeda Motor 8 Buah Digunakan sendiri Motor honda 
supra NF 
DA.838.K, Motor 
suzuki thunder 
DA.5305.K, 
Motor suzuki 
axelo 
DA.507.KG, 
Motor Yamaha 
Vixion 
(DA.5301.KT, 
DA.5302.KT, 
DA.5303.KT, DA. 
5304.KT, 
DA.5299.KT) 

Mini Bus 
(Penumpang 14 
orang kebawah) 

2 Buah Digunakan sendiri Mobil Toyota 
Inova 
DA.1792.KI dan 
Mobil Toyota 
Avanza 
DA.802.KE 

Transportable 
Generating Set 

1 Unit Digunakan sendiri   

AC 19 Unit Digunakan sendiri   

Tablet 9 Unit Digunakan sendiri 
 

Monitor 2 Unit   

PC. Unit 28 Unit Digunakan sendiri   

Printer 24 Unit Digunakan sendiri   

Laptop 27 Unit Digunakan sendiri   

Tablet 9 Unit Digunakan sendiri 
 

Ipad 5 Unit Digunakan sendiri  

Video Wall 1 Unit Digunakan sendiri  

Televisi 5 Unit Digunakan sendiri  

Kulkas 3 Unit Digunakan sendiri  

Amplifier 2 Unit Digunakan sendiri  

Speaker 7 Buah Digunakan sendiri  

Camera 6 Unit Digunakan sendiri  

Server 1 Unit Digunakan sendiri  

UPS 5 Buah Digunakan sendiri  
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1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 

menemukan potensi dalam pelayanan.  Adapun potensi pelayanan 

tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Sumber Daya Manusia yang berkomitmen untuk terus 

meningkatkan kualitas. 

2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan 

wewenang yang jelas 

3. Perkembangan teknologi informasi menunjang pelaksanaan proses 

perencanaan terutama untuk pengumpulan, pengolahan, dan 

penyajian data perencanaan pembangunan daerah. 

4. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

yang menjadi pedoman teknis dalam penyusunan dokumen 

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 

5. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan 

pembangunan daerah 

6. Peningkatan hubungan timbal balik dengan pihak eksternal terkait 

penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 

7. Komitmen Kepala Daerah terhadap konsistensi program 

pembangunan daerah 

 

1.5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja 

yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan 

antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat 

perencanaan dibuat: 

1. Perlu ditambahnya SDM perencana yang berkualitas  

Tugas yang diemban aparat perencana mampu secara 

professional melaksanakan tugas pokoknya, dan mampu berperan 

positif dalam pelaksanaan pembangunan, diperlukan upaya proses 

pembelajaran yang berkesinambungan. Peningkatan kualitas 

Sumberdaya Perencana di instansi pemerintah diarahkan tidak 
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hanya untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan saja (kognisi, 

afeksi dan psikomotor), namun pengembangan juga didasarkan pada 

upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan sehingga kualitas 

output perencanaan yang dihasilkan dapat memenuhi harapan 

masyarakat luas. Untuk itu sebagai apparat perencana, ke depan 

lebih dituntut untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam 

keberhasilan pembangunan berdasarkan atas kegiatan perencanaan 

yang dilakukannya. Dalam hal tersebut melihat kondisi yang ada 

sekarang di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Tapin kurang cukup mempunyai aparat 

perencana sehingga cukup mengganggu kinerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dalam 

memaksimalkan kinerjanya. 

2. Belum adanya SDM peneliti. 

Analis Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup 

tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan 

penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan 

dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau 

pengkajian instansi pemerintah. Kurangnya analis peneliti di kantor 

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Tapin menyebabkan kurang berkembangnya penelitian 

dan pengembangan terutama dalam hal inovasi daerah yang berguna 

dalam menunjang pembangunan daerah.  

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi  

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang 

tak terlepas dari perannya dalam membuat, menyimpan, 

menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Penggunaan 

perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan smartphone pun 

turut membuat teknologi informasi kian dibutuhkan masyarakat 

luas. Beberapa teknologi informasi yang ada di kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Tapin yaitu aplikasi perencanaan dan evaluasi daerah “e-

tamasa” dan aplikasi surat-menurat “e-office”. Aplikasi e-tamasa 

mengalami perkembangan yang dimulai dari tahun 2017 yang tetap 



   

26  

digunakan sampai sekarang cukup membantu dalam proses 

perencanaan dan evaluasi di Kabupaten Tapin akan tetapi mendapat 

kendala terutama dalam hal evaluasi karena begitu rumitnya 

perhitungan indikator baik pada program, kegiatan maupun sub 

kegiatan sehingga terus memerlukan pembaharuan setiap waktu. 

Untuk aplikasi e-office sudah berjalan cukup baik akan tetapi 

memerlukan kesiapan prilaku ASN dalam pemakaiannya dengan 

harus selalu memegang gadget, hal ini dikarenakan setiap waktu ada 

surat menyurat yang masuk dan keluar tidak mengenal waktu jam 

kerja, karena ada perubahan hal mendasar tersebut yaitu dari surat 

menyurat secara manual berubah secara digital. 

4. Perlu adanya SOP perencanaan, penelitian dan pengembangan 
secara lengkap.  

SOP atau Standar Operasional Prosedur yang terstandarisasi 

dan eksplisit adalah aspek penting dari setiap sistem kualitas yang 

akan menghadirkan kemampuan untuk bekerja secara selaras dan 

sesuai standar yang ada. Standar Operasional Prosedur atau SOP 

merupakan proses terdokumentasi yang dimiliki perusahaan untuk 

memastikan bahwa layanan dan produk disampaikan secara 

konsisten setiap waktu. SOP sering digunakan untuk menunjukkan 

kepatuhan terhadap peraturan atau praktik operasional dan untuk 

mendokumentasikan bagaimana tugas harus diselesaikan di 

organisasi. Di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian 

dan Pengembangan Kabupaten Tapin masih belum lengkapnya untuk 

Standar Operasional Prosedur sehingga belum maksimalnya standar 

kerja yang diterapkan hal tersebut menyebabkan cukup membuat 

kebingungan pegawai dalam melakukan pekerjaannya karena tidak 

lengkapnya standar baku dalam bekerja.  

5. Optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja. 

Belum optimalnya monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan 

perencanaan pembangunan daerah serta penggunaan hasil 

monitoring dan evaluasi dalam proses pengambilan keputusan dan 

proses perencanaan pembangunan daerah selanjutnya yang 
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dikarenakan belum adanya tindak lanjut dalam evalausi perencanaan 

pembangunan. 

6. Adanya wabah pandemic Corona Virus Desaise (Cov-19) 

Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru 

ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang 

menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau 

yang disebut juga dengan COVID-19. World Health Organization 

(WHO) pun menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020,  

dengan adanya pandemic Corona Virus Desaise kinerja pada kantor 

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Tapin sangat terganggu sekali dengan tugas dan 

fungsinya yang selalu berkoordinasi dengan internal di daerah 

maupun eksternal daerah yang lebih sering dilakukan dengan tatap 

muka harus membiasakan diri dengan bertatap muka dengan 

menggunakan teknologi informasi baik melalui zoom meeting maupun 

yang lainnya. Walaupun koordinasi bisa dilakukan dengan teknologi 

informasi kan tetapi dirasakan belum optimal. 

Berdasarkan pertimbangan serta tantangan atas permasalahan 

tersebut di atas maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian 

dan Pengembangan Kabupaten Tapin menetapkan isu strategis 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparat 

perencana serta memastikan bahwa setiap personil memiliki 

kapasitas dan wawasan yang baik untuk menghadapi adanya 

dinamika perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.  

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya analis peneliti 

serta memastikan bahwa setiap personil memiliki kapasitas dan 

wawasan yang baik untuk yang mempunyai ruang lingkup tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, 

pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan 

teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau 

pengkajian instansi pemerintah.  
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3. Menyediakan data dan informasi yang aktual dan handal serta 

mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses 

pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi 

terkait perencanaan pembangunan daerah dengan selalu 

memperbaharui setiap waktu jika ada perubahan yang 

diperlukan. 

4.  Membuat SOP sebagai pedoman teknis bagi Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga menjadi 

tolak ukur dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. 

5. Meningkatkan monitoring, evaluasi kinerja pelaksanaan 

perencanaan pembangunan daerah dan mengoptimalkan 

penggunaan hasil monitoring dan evaluasi tersebut dalam proses 

pengambilan keputusan dan proses perencanaan pembangunan 

daerah serta menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. 

6. Melakukan prseduser protokol kesehatan yang ketat baik di 

dalam maupun di luar kantor kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 

untuk semua pegawai. Memaksimalkan teknologi informasi untuk 

koordinasi baik internal daerah maupun eksternal daerah. 

1.6. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2020 

Evaluasi SAKIP dilakukan guna mengetahui sejauh mana 

instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk 

menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya 

peningkatan kinerja, untuk itu setiap tahun dilakukan evaluasi 

implementasi SAKIP pada instansi pemerintah oleh Aparat 

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten 

Tapin.  Progres nilai hasil evaluasi SAKIP Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan tahun 2018 – 2020 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 Progres Nilai SAKIP Bappelitbang Tahun 2018-2020 

NO TAHUN NILAI KATEGORI 

1 2018 74,70 BB 

2 2019 81,63 A 

3 2020 85,43 A 

 

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi 

Pemerintah dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar 

manajemen kinerja meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal serta Capaian 

Kinerja, berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah Tahun 2020, maka Badan 

Perencanaan Pembagunan Penelitian dan Pengembangan 

berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 

2020 sebagai berikut: 

   Tabel 1.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda Tahun 2020 

NO SARAN/REKOMENDASI TINDAK LANJUT 

1. Perencanaan Kinerja: 
Implementasi SAKIP 
Bappelitbang berkategori AA, 
yang berarti bahwa SAKIP 
sudah memiliki sistem 
manajemen kinerja yang 
sangat andal 

 
Berkomitmen untuk terus 
mempertahankan kinerja 
yang telah dicapai 
 

2 Pengukuran Kinerja: 
Sakip sudah mempunyai 
akuntabilitas kinerja yang 
sangat baik dan sistem 
manajemen kinerja yang 
andal dengan nilai 
pengukuran kinerja A 
 

Berkomitmen dalam upaya 
mempertahankan kinerja 
yang telah dicapai 

3 Pelaporan Kinerja: 
Implementasi berkategori A 
yang menunjukan bahwa 
Pimpinan dan jajaran di 
Bappelitbang telah 
berkinerja tinggi untuk 
memimpin perubahan dan 
sangat akuntabel 
 
 
 

Laporan Kinerja Bappelitbang 
telah memuat capaian kinerja 
outcome dan output penting, 
Analisis dan efisiensi 
penggunaan sumber daya 
telah dikuantifikasikan 
sehingga kinerja tercapai.  
Terus berupaya untuk 
berkinerja baik 

4. Evaluasi Internal: 
Evaluasi internal 

Komitmen untuk terus 
berkinerja baik 
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NO SARAN/REKOMENDASI TINDAK LANJUT 

memuaskan, akuntabilitas 
kinerjanya sangat baik yang 
digunakan untuk 
manajemen kinerja. 

5. Pencapaian Kinerja: 
Agar dapat 
mempertahankan capaian 
kinerja yang sudah dicapai 
dengan sistem dan tatanan 

dapat diandalkan, memiliki 
sistem untuk manajemen 
kinerja. 

Capaian Kinerja yang sudah 
dicapai akan terus 
ditingkatkan kualitasnya  
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah 

merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan atau dengan kata lain visi adalah kondisi 

ideal tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan dimasa 

depan. 

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Tapin tahun 

2018-2023 sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten 

Tapin Nomor 4 Tahun 2019 yaitu “Bersama Mewujudkan Tapin Maju 

Sejahtera dan Agamis”, maka Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Tapin sebagai salah satu 

organisasi perangkat daerah unsur penunjang urusan Pemerintahan. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan akan berperan 

mendukung dalam pencapaian misi ke- 5 (lima) pada RPJMD 

Kabupaten Tapin 2018-2023 yaitu “Mengedepankan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim 

pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)”.  

Untuk mewujudkan misi tersebut dijabarkan dengan tujuan dan 

sasaran sebagai berikut: 

1. Tujuan  

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara 

tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi 

perangkat daerah, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang 

dimiliki. 

Adapun tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian 

dan Pengembangan sebagaimana dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Bappelitbang 
2018-2023 

No Tujuan Indikator Tujuan 

1 Meningkatnya akuntabilitas 
kinerja dan keuangan 

1. Nilai SAKIP predikat 
2. Opini BPK atas laporan 

keuangan Pemda (predikat) 

2 Meningkatnya hasil 
kelitbangan 

Persentase hasil   kelitbangan 
yang dimanfaatkan 

 

2. Sasaran 

Sasaran merupakan merupakan ukuran pencapaian dari tujuan 

yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang 

menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun. 

No Sasaran Indikator Sasaran 

1 Meningkatnya kualitas 
perencanaan 

Indeks Kualitas Perencanaan 

Rata-rata capaian kinerja 
Indikator Kinerja Utama 
Daerah 

Rata-rata capaian kinerja 
Indikator Kinerja Utama SKPD 

2 Meningkatnya hasil 
kelitbangan 

Persentase hasil   kelitbangan 
yang dimanfaatkan 

Persentase hasil   kelitbangan 
yang disitasi 

 

3. Stategi dan Arah Kebijakan 

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah menunjukkan 

bagaimana cara perangkat daerah untuk mencapai tujuan, sasaran 

jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat 

daerah tersebut. Strategi dan arah kebijakan selanjutnya menjadi 

dasar dalam perumusan kegiatan bagi setiap program yang ingin 

dicapai. 

No Strategi Arah Kebijakan 

1 Mendorong peningkatan 
integrasi dan  
sinkronisasi dalam proses 
penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan 
daerah 

Meningkatkan koordinasi, 
integrasi,  
sinkronisasi, sinergitas dan  
implementasi mekanisme 
sesuai  
regulasi dalam penyusunan 
dokumen  
perencanaan 

2 Mendorong penerapan Meningkatkan sinkronisasi 
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teknologi  
informasi dalam pengendalian 
dan  
evaluasi pembangunan daerah 

dalam  
pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi pencapaian target 
program/kegiatan 

3 Meningkatkan penyediaan dan  
pemuatkhiran data hasil 
kelitbangan  

Peningkatan kualitas data 
kelitbangan yang digunakan 
dalam pengambilan kebijakan 
perencanaan pembangunan  

 

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam upaya 

untuk meningkatkan akuntabilitas kierja instansi pemerintah, maka 

dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan 

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis 

yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. 

Pedoman atas Indikator Kinerja Utama dalam memperkuat 

akuntabilitas ke dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di 

Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun penetapan target Indikator 

Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 
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No Sasaran Indikator Sasaran 

1 Meningkatnya kualitas 
perencanaan 

Indeks Kualitas Perencanaan 

Rata-rata capaian kinerja 
Indikator Kinerja Utama 
Daerah 

Rata-rata capaian kinerja 
Indikator Kinerja Utama SKPD 

2 Meningkatnya hasil 
kelitbangan 

Persentase hasil   kelitbangan 
yang dimanfaatkan 

Persentase hasil   kelitbangan 

yang disitasi 

 

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait makna indikator, cara 

perhitungan indikator, dan penjelasan makna indikator sebagaimana 

dijelaskan berikut ini: 
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Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin 
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2.3. PERJANJIAN KINERJA 

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah kesepakatan antara 

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang 

telah ditetapkan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta 

sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi 

pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, 

tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud 

akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian 

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang 

dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud 

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: 

1. Manifestasi komitmen antara penerima dan pemberi amanah 

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, 

dan kinerja Aparatur; 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

aparatur; 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian 

penghargaan dan sanksi; 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan 

monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ 

kemajuan kinerja pemberi amanah; 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Tapin dalam rangka pencapaian 

sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023 dan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perubahan Anggaran Tahun 

2021 sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Bappelitbang Tahun 2021 
 

NO ESSELON SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Esselon 2 a. Meningkatnya kualitas 
perencanaan 

1. Indeks Kualitas Perencanaan Score 6,2) 
 (Baik) 

2. Rata-rata capaian kinerja Indikator 
Kinerja Utama Daerah 

80% 

3. Rata-rata capaian kinerja Indikator 
Kinerja Utama SKPD 

80% 

b. Meningkatnya hasil kelitbangan 1. Persentase hasil   kelitbangan yang 

dimanfaatkan 

80% 

2. Persentase hasil   kelitbangan yang 

disitasi 

80% 

 
      

 

2 Esselon 3 
(Sekretariat) 

a. Pengelolaan perencanaan, 
pelaporan dan keuangan yang 
efektif dan efisien 

1. Persentase program, kegiatan dan 
sub kegiatan dengan coverage 
anggaran 100% 

80% 

2. Persentase efisiensi penggunaan 
anggaran 

90% 

b. SDM yang berkualitas 1. Persentase ASN dengan capaian 
kinerja >90% 

90% 

 
      

 

3 Esselon 3 
(Litbang) 

a. Meningkatnya rekomendasi hasil 
kelitbangan yang ditindaklanjuti 

1. Persentase rekomendasi hasil 
kelitbangan yang ditindaklanjuti 

100% 

 
      

 

4 Esselon 3 
(Bid Sos 

a. Meningkatnya kualitas dokumen 
perencanaan SKPD mitra sub 

1. Persentase rekomendasi hasil 
verifikasi dokumen perencanaan 

100% 
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NO ESSELON SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 

SDM) bidang Sosial dan SDM skpd mitra Bidang Sosial dan SDM 
yang ditindaklanjuti 

b. Meningkatnya capaian kinerja 
program SKPD mitra Sosial dan 
SDM 

1. Peningkatan capaian kinerja 
program SKPD mitra Bidang Sosial 
dan SDM 
 

90%            

 
      

 

5 Esselon 3 
(Bid Randal) 

a. Meningkatnya kualitas 
perencanaan pembangunan 
daerah yang disusun tepat waktu 
dan sesuai standar 

1. Persentase dokumen perencanaan 
pembangunan daerah yang disusun 
tepat waktu dan sesuai standar 

100% 

b. Meningkatnya kualitas capaian 
kinerja program prioritas daerah 

1. Persentase hasil evaluasi capaian 
kinerja program prioritas daerah 
yang ditindaklanjuti 

80% 

 
      

 

6 Esselon (Bid 
Eko dan 
Infrastruktu
r) 

a. Meningkatnya kualitas dokumen 
perencanaan SKPD mitra bidang 
Ekonomi dan Infrastruktur 

1. Persentase rekomendasi hasil 
verifikasi dokumen perencanaan 
skpd mitra bidang Ekonomi dan 
Infrastruktur yang ditindaklanjuti 

100% 

b. Meningkatnya capaian kinerja 
program SKPD mitra bidang 
Ekonomi dan Infrastruktur 

2. Persentase rekomendasi hasil 

verifikasi dokumen perencanaan 

skpd mitra bidang Ekonomi dan 

Infrastruktur yang ditindaklanjuti 

90%            

7 
 
 
 

Esselon 4 
Sekretariat 

a. Meningkatnya Kualitas 
Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

1. Persentase Surat 
Pertanggungajawaban yang sesuai 
dengan standar penatausahaan 
keuangan 

100% 
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NO ESSELON SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 

  2. Persentase laporan keuangan yang 
disampaikan tepat waktu dan sesuai 
standar 

100% 

 3. persentase hasil temuan 
pemeriksaan yang ditindaklanjuti 

100% 

b. Meningkatnya Kualitas Kinerja 
Perencanaan dan pelaporan 
Perangkat Daerah 

1. Persentase usulan program, 
kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 
yang diakomodir dalam dokumen 
perencanaan 

100% 

2. Persentase tindaklanjut perencanaan 
dan pelaporan atas rekomendasi dari 
mitra kerja di Bappelitbang 

100% 

3. Persentase laporan monitoring dan 
evaluasi kinerja yang tepat waktu 

100% 

c. Meningkatnya kualitas pelayanan 
administrasi kepegawaian 

1. Indeks kepuasan pelayanan ASN 
Bappelitbang 

Score 4.3 

d. Meningkatnya kualitas barang 
milik daerah 

2. Persentase Barang Milik Daerah 
dalam kondisi baik 

100% 

e. Meningkatnya sumber daya 
aparatur yang berkualitas 

3. Persentase kelulusan ASN 
Bappelitbang yang mengikuti 
Peningkatan kapasitas ASN 

100% 

 
      

 

10 Esselon 4 
Sub Bidang 
Litbang 
Sosial 
Budaya  

Meningkatnya kualitas hasil 
kajian kelitbangan sosial budaya 

Persentase hasil kajian kelitbangan 
Sosial Budaya yang berkualitas 

100% 

 Esselon 4 
Sub Bidang 
Litbang 
Ekonomi 

Meningkatnya kualitas hasil 
kajian kelitbangan Ekonomi 

Persentase hasil kajian kelitbangan 
ekonomi yang berkualitas 

100% 
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NO ESSELON SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 

11 Esselon 4 
Sub Bidang 
Sosial 

a. Meningkatnya kualitas 
perencanaan pembangunan mitra 
Sub bidang sosial yang disusun 
tepat waktu dan sesuai standar 

1. Persentase SKPD menyampaikan 
dokumen Perencanaan 
Pembangunan SKPD Mitra Sub 
Bidang sosial selesai tepat waktu 

90% 

b. Meningkatnya kualitas laporan 
monitoring dan evaluasi skpd 
mitra sub bidang social 

2. Persentase rekomendasi hasil 
verifikasi laporan monitoring dan 
evaluasi skpd mitra sub bidang 
sosial yang ditindaklanjuti 

100% 

12 Esselon 4 
Sub Bidang 
SDM 

a. Meningkatnya kualitas 
perencanaan pembangunan mitra 
Sub bidang SDM yang disusun 
tepat waktu dan sesuai standar 

1. Persentase SKPD menyampaikan 
dokumen Perencanaan 
Pembangunan SKPD Mitra Sub 
Bidang SDM selesai tepat waktu 

90% 

b. Meningkatnya kualitas laporan 
monitoring dan evaluasi skpd 
mitra sub bidang SDM 

2. Persentase rekomendasi hasil 
verifikasi laporan monitoring dan 
evaluasi skpd mitra sub bidang SDM 
yang ditindaklanjuti 

100% 

 
      

 

13 Esselon 4 
Sub Bidang 
Ekonomi 

a. Persentase dokumen 
perencanaan pembangunan 
daerah mitra Sub bidang 
Ekonomi yang disusun tepat 
waktu dan sesuai standar 

1. Persentase SKPD menyampaikan 
dokumen Perencanaan 
Pembangunan SKPD Mitra Sub 
Bidang Ekonomi selesai tepat waktu 

90% 

b. Persentase rekomendasi hasil 
verifikasi laporan monitoring dan 
evaluasi skpd mitra sub bidang 
Ekonomi  yang ditindaklanjuti 

2. Persentase SKPD menyampaikan 
laporan hasil   Monitoring dan 
Evaluasi penyerapan realisasi target 
kinerja SKPD mitra Sub Bidang 

Ekonomi 

100% 

 
       

14 Esselon 4 
Sub Bidang 
Infrastruktu
r 

a. Persentase dokumen 
perencanaan pembangunan 
daerah mitra Sub bidang 
Ekonomi yang disusun tepat 

1. Persentase SKPD menyampaikan 
dokumen Perencanaan 
Pembangunan SKPD Mitra Sub 
Bidang Ekonomi selesai tepat waktu 

90% 
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NO ESSELON SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 

waktu dan sesuai standar 

b. Persentase rekomendasi hasil 
verifikasi laporan monitoring dan 
evaluasi skpd mitra sub bidang 
Ekonomi yang ditindaklanjuti 

2. Persentase SKPD menyampaikan 
laporan hasil   Monitoring dan 
Evaluasi penyerapan realisasi target 
kinerja SKPD mitra Sub Bidang 
Ekonomi 

100% 

 
      

 

15 Esselon 4 
Sub Bidang 
Pengendalia
n 

a. Meningkatnya kualitas kinerja 
Program Prioritas Daerah  

1. Peningkatan capaian kinerja 
Program Prioritas Daerah yang 
tercapai 

100% 

b. Meningkatnya kualitas data dan 
informasi pembangunan daerah 

2. Persentase ketersediaan data dan 
informasi indikator kinerja 
perencanaan pemerintah daerah 
yang berkualitas 

100% 

 
      

 

16 Esselon 4 
Sub Bidang 
Perencanaa
n 

a. Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Daerah yang 
berkualitas 

1. Persentase hasil berita acara 
Musrenbang di semua level 
tingkatan yang diakomodir dalam 
dokumen perencanaan 

80% 

b. Terwujudnya keselarasan 
program perencanaan 
pembangunan daerah 

2. Persentase Program RPJMD yang 
dijabarkan dalam RKPD tiap 
tahunnya 

100% 
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  BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Bappelitbang Kabupaten Tapin tidak terlepas dari 

rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. 

Perencanaan yang sudah tetapkan kemudian dikukuhkan dalam 

Perjanjian Kinerja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pada 

berakhirnya masa tahun anggaran, perencanaan dan perjanjian 

kinerja ini harus diukur dan dilaporkan kepada publik. 

Pengukuran kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin terletak pada 

seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang 

telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan 

versus realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target pada 

RPJMD, persentase capaian versus standar yang berlaku, termasuk 

dengan standar nasional yang terkait. Hasil pengukuran kinerja 

disajikan menurut kelompok Kinerja Utama yang bersifat makro dan 

capaian sasaran organisasi secara keseluruhan. 

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja 

perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi 

sebagai berikut: 

1. Indikator bermakna positif, artinya :jika semakin besar realisasi 

berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil 

realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus : 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐏𝐞𝐧𝐜𝐚𝐩𝐚𝐢𝐚𝐧 = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭  𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

2. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi 

berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil 

realisasi semakin baik kinerjanya,maka digunakan rumus : 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐏𝐞𝐧𝐜𝐚𝐩𝐚𝐢𝐚𝐧 = 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 − (𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 − 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭)𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan 

analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih 
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transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya 

kinerja yang diharapkan. 

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian 

kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana 

Strategis. 

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi kepala 

daerah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappelitbang Kabupaten 

Tapin tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara 

target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam 

penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan tahun 2021 dengan realisasinya.  Apabila semakin 

tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin 

berhasil atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian 

kinerja yang semakin tidak berhasil, dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

No Rentang Capaian Kategori Capaian 

1 Lebih dari 100 % Baik Sekali (BS) 

2 Lebih dari 75% s.d 100% Baik (B) 

3 55% s.d 75% Cukup (C) 

4 Kurang dari 55 % Kurang (K) 

Berdasarkan hasi evaluasi kinerja dilakukan analis pencapaian 

kinerja yang dapat memberikan memberikan informasi yang lebih 

transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya 

kinerja yang diharapkan. Laporan ini menunjukkan gambaran 

penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing 

kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian 

target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang 

ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021. 
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1. Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif 

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan 

indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil 

(outcomes) 

2. Indikator Sasaran 

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan 

secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan 

Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah 

pengukuran pencapaian sasaran.  

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan 

dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang 

perlu ditetapkan oleh instansi pemerintah. Bappelitbang Kabupaten 

Tapin dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas melakukan 

review terhadap Indikator Kinerja Utama, review capaian kinerja, 

serta permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan suatu organisasi. Penjabaran analisis capaian kinerja 

dari Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2021 untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis sebagai berikut: 

 

3.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dalam rangka untuk 

mengukur keberhasilan dari suatu sasaran strategis. Dalam me 

ningkatkan kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah 

daerah, Bappelitbang Kabupaten Tapin menetapkan Keputusan 

Kepala Bappelitbang Nomor 970/71/Bappelitbang/2021 tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin 

Tahun 2021 yang terdiri atas Sasaran Strategis sebanyak 2 (dua) 

kinerja utama dan 5 (lima) indikator kinerja.  Hasil perhitungan dan 

analisis didapatkan rata-rata pencapaian indikator kinerja tersebut 
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secara keseluruhan mencapai 102,06 persen atau masuk dalam 

kategori sangat berhasil. 4 (empat) indikator kinerja utama yang 

ditetapkan masuk kedalam kriteria Baik Sekali (BS) karena memiliki 

nilai kinerja diatas 100 persen, dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja 

yang memiliki nilai 100 persen.  Adapun hasil capaian atas Indikator 

Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin pada tahun 2021 

ditunjukkan pada tabel berikut.  

Tabel 3.1 Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2021 

 

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 
Utama 

Target 
Tahun 
2021 

Realisasi 
Tahun 
2021 

Capaian 
Tahun 
2021 

1. Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 

Indeks 
Kualitas 
Perencanaan 

Score 
6,2 

Score 7,2 100% 

Rata-rata 
capaian 
kinerja 
Indikator 
Kinerja Utama 
Daerah 

80% 93,64% 117,05% 

Rata-rata 
capaian 
kinerja 
Indikator 
Kinerja Utama 
SKPD 

80% 116.68% 
 

145,85% 

2. Meningkatnya 
Hasil 
Kelitbangan 

Persentase 
hasil 
kelitbangan 
yang 
dimanfaatkan 

80% 100% 111,11% 

Persentase 
hasil   
kelitbangan 
yang disitasi 

80% 100% 111,11% 

RATA-RATA  102,06% 

 

Berdasarkan hasil rerata capaian pada tabel diatas, maka kerja keras 

dari seluruh elemen yang ada di Bappelitbang Kabupaten Tapin 

untuk mempertahankan prestasi kerja dan kinerja dalam rangka 

untuk meningkatkan kualitas dalam dokumen perencanaan, 

diantaranya yaitu Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, 
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indikator kinerja SMART, target kinerja ditetapkan dengan baik 

dan terukur dan hasil kelitbangan lebih berorientasi kepada 

inovasi.  Selanjutnya pencapaian indikator kinerja utama dalam 

setiap sasaran strategis Bappelitbang Kabupaten Tapin akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

 Pencapaian sasaran strategis 1 diukur melalui indikator kinerja 

utama 1 dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel 

berikut: 

Tabel 3.2 Capaian atas Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja Utama 1 
Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2021 

No. Sasaran 
Indikator 

Kinerja Utama 
Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 

Indeks Kualitas 
Perencanaan 

Score 
6,2 

Score 7,2 100% 

 

Kualitas perencanaan menjadi aspek penting dalam proses 

pembangunan.  Kualitas perencanaan perlu dihadirkan untuk 

menghasilkan pembangunan yang berkualitas dimulai dari tradisi 

Bappenas sejak tahun 2011 dalam memberikan apresiasi terhadap 

daerah yang memiliki perencanaan yang berkualitas dengan 

Anugerah Pangripta Nusantara/APN (sekarang namanya Penghargaan 

Pembangunan Daerah/PPD), banyak daerah kemudian merasa 

tertantang menggunakan indicator Pangripta Nusantara ini untuk 

mengukur kualitas perencanaan. Dokumen yang dinilai dalam 

Anugerah Pangripta Nusantara ini adalah dokumen Rencana Kerja 

Perangkat Dearah (RKPD). Adapun aspek-aspek yang diukur di dalam 

Anugerah Pangripta Nusantara ini adalah keterkaitan, konsistensi, 

kelengkapan dan kedalaman, keterukuran, inovasi kebijakan, proses 

perencanaan dari bawah (bottom up), proses perencanaan dari atas 

(top down), proses perencanaanteknokratik, proses perencanaan 

politik dan inovasi proses dan program daerah. 

SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATNYA KUALITAS 
PERENCANAAN 
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Namun demikian, tidak semua daerah ‘memiliki keberanian’ 

menggunakan indikator ini untuk mengukur kualitas 

perencanaannya. Hal ini terkait dengan banyak hal yang harus 

tersedia/disiapkan agar aspek-aspek penilaian di atas menghasilkan 

nilai yang baik. Hal-hal yang harus tersedia tersebut antara lain 

adalah political will dari pimpinan daerah, kesiapan SDM dan 

ketersediaan infrastruktur perencanaan. Hasilnya banyak daerah 

lebih memilih menggunakan indikator konsistensi antar dokumen 

perencanaan untuk mengukur kualitas perencanaan daerah.  Kajian 

IKP memuat data yang diperoleh secara persepsional melalui 

kuesioner untuk dimensi proses penyusunan perencanaan 

(Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang 

Kabupaten). Data dalam dimensi isi diperoleh secara dokumentatif 

dan persepsional, sedangkan dimensi jaminan tindak lanjut hasil 

perencanan data diperoleh melalui dokumentatif terutama RPJMD 

tahun 2018 - 2023, RKPD tahun 2021 dalam E- Tamasa, serta 

laporan Monev Bappeda 

Penjelasan Proses indeks adalah penghimpunan data 

persepsional dan dokumentatif berpedoman pada masing-masing 

kuesioner sebagaimana terlampir dalam kajian ini. Transformasi 

penilaian kuesioner kedalam skala 1-10, perhitungan nilai masing-

masing dimensi atas nilai transformasi skala dan jumlah 

skala masing masing dimensi merupakan Indek IKP. 

Tabel 3.3 Skala Index 

No Skala Kategori 

1 1.0 ~ 2.0  Sangat kurang 

2 2.1 ~ 4.0  Kurang 

3 4.1 ~ 6.0  Cukup 

4 6.1 ~ 8.0  Baik 

5 8.1 ~ 10  Sangat baik 

 
 

Konsep penyusunan indeks kualitas perencanaan melihat 3 

dimensi perencanaan yaitu dimensi proses musrenbang, isi dokumen 
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(RKPD dan renja OPD), jaminan tindak lanjut hasil perencanaan 

pada dokumen anggaran tahunan. Indeks diukur dalam skala 1 

s/d 10 (kuantitatif) dan 5 jenjang kategori (kualitatif). Pengukuran 

yang dilakukan IKP bernilai 7.2 masuk dalam kategori Baik. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan program 

penunjang pencapaian Sasaran satu (1) indikator Kinerja satu(1), 

sebagai berikut: 

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan total pagu 

sebesar Rp. 1.346.474.700,00 dengan Realisasi kinerja keuangan 

Tahun 2021 adalah sebesar Rp.  1.233.814.620,00 atau 91,63% dari 

anggaran.  

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja 

modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

NO KEGIATAN Rp 
REALISASI 
ANGGARAN 

1 Peyusunan Perencanaan dan 
Pendanaan 

Rp 1.053.324.750,00 

2 Analisis Data dan Informasi 
Pemerintahan Daerah Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

Rp 180.489.900,00 

 
 

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

 

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu 

sebesar Rp. 815.403.900,00 dengan Realisasi kinerja keuangan 

Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 681.559.504,00 atau 83.58% dari 

anggaran.  

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja 

modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 
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NO KEGIATAN Rp 
REALISASI 
ANGGARAN 

1 Kordinasi Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

Rp 140.355.400,00 

2 Koordinasi Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA (Sumber 
Daya Alam) 

Rp 369.900.404,00 

3 Koordinasi Perencanaan Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

Rp 171.303.700,00 

Pencapaian sasaran strategis 1 diukur melalui indikator kinerja 

utama 2 dan 3 dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada 

Tabel berikut: 

Tabel 3.4 Capaian atas Indikator Kinerja Utama 2 Bappelitbang 
Kabupaten Tapin Tahun 2021 

 

No. Sasaran 
Indikator 

Kinerja Utama 
Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 

Rata-rata 
capaian kinerja 
Indikator 
Kinerja Utama 
Daerah 

80% 93,64% 117,05% 

Rata-rata 
capaian kinerja 
Indikator 
Kinerja Utama 
SKPD 

80% 116,68% 145,85% 

 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan program 

penunjang pencapaian Sasaran satu (1) indikator Kinerja 2 (dua) dan 

3 (tiga) sebagai berikut: 

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan total pagu 

sebesar Rp. 268.600.000,00 dengan Realisasi kinerja keuangan 

Tahun 2021 adalah sebesar Rp.  194.636.300,00 atau 72.46% dari 

anggaran.  
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Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi 

belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

 

NO KEGIATAN Rp 
REALISASI 
ANGGARAN 

1 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 
Bidang Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Rp 194.636.300,00 

 

 

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

 

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu 

sebesar Rp. 140.459.400,00 dengan Realisasi kinerja keuangan 

Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 138.628.400,00 atau 98.69% dari 

anggaran.  

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja 

modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

NO KEGIATAN Rp 
REALISASI 
ANGGARAN 

1 Kordinasi Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

Rp 72.519.600,00 

2 Koordinasi Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA (Sumber 
Daya Alam) 

Rp 31.887.000,00 

3 Koordinasi Perencanaan Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

Rp 34.221.800,00 
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Pencapaian sasaran strategis 2 diukur melalui indikator 

kinerja utama dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada 

Tabel berikut: 

Tabel 3.5 Capaian atas Sasaran Strategis 3 Bappelitbang Kabupaten 
Tapin Tahun 2021 

No. Sasaran 
Indikator 

Kinerja Utama 
Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya 
Hasil 
Kelitbangan 

Persentase 
hasil 
kelitbangan 
yang 
dimanfaatkan 

80% 100% 111,11% 

Persentase 
hasil   
kelitbangan 
yang disitasi 

80% 100% 111,11% 

 
Implementasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin berbasis penelitian Ilmiah 

dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan/isu-isu strategis dalam 

pelaksanaan program pembangunan daerah. Dalam melaksanakan 

penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berbasis 

kinerja/outcome. Dengan slogan “we are contribute for Tapin 

Research Development and Innovation” Bappelitbang melaksanakan 

tugas dalam Penelitian ilmiah dan Inovasi yag diperlukan untuk 

mencari solusi terhadap permasalahan/isu-isu strategis yang 

dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapin. 

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya hasil kelitbangan 

diukur melalui indikator kinerja utama satu (1) Persentase hasil 

kelitbangan yang dimanfaatkan, dari IKU ini ada lima belas (15) OPD 

yang memanfaatkan hasil penelitian, untuk sasaran strategis 2 

indikator kinerja dua (2) yakni Persentase hasil kelitbangan yang 

disitasi, dari IKU ini ada 35 (tiga puluh lima) hasil kelitbangan yang 

disitasi dan 15 (lima belas) OPD yang mensitasi . 

SASARAN STRATEGIS 2:  MENINGKATNYA HASIL KELITBANGAN 
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Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijabarkan pencapaian 

program penunjang pencapaian Sasaran dua indikator Kinerja satu 

dan dua sebagai berikut: 

PROGRAM PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN 

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu 

sebesar Rp. 742.962.600,00 dengan Realisasi kinerja keuangan 

Tahun 2021 adalah sebesar Rp.  665.498.350,00 atau 89,57% dari 

anggaran.  

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja 

modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

NO KEGIATAN Rp 
REALISASI 
ANGGARAN 

1 Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan Kependudukan 

Rp 109.900.000,00 

2 Penelitian Dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Rp 369.890.050,00 

3 Pengembangan Inovasi dan 
Teknologi 

Rp 185.708.300,00 

Dari hasil capaian pengukuran kinerja secara mandiri (self 

assessment) terhadap 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Bappelitbang 

Kabupaten Tapin Tahun 2021, maka dapat dianalisis pencapaian 

kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 

dikategorikan kedalam kategori pencapaian > 100% atau “Baik 

Sekali” dan 75%-100% atau “Baik” . 

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 
2021 DENGAN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019 

Analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja Bappelitbang 

Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran 

dengan metode analisis perbandingan antara capaian rencana 

(realisasi) dengan rencana capaian (target).  Pada tahun 2021 

dilakukan revisi terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja 

utama yang disesuaikan dengan kondisi aktual yang relevan terhadap 

perkembangan organisasi.  Analisis capaian Sasaran Strategis dan 

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dengan Tahun 2019 dan 2020 

ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 3.6 Analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja 

Utama Tahun 2021 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

Perbandingan Realisasi Kinerja 

2019 2020 2021 

T R T R T R 

IKU PADA RENSTRA TAHUN 2018-2023 

Meningkatnya 
kualitas hasil 
perencanaan 
pembanguna
n daerah 

Persentase 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah yang 
disusun tepat 
waktu dan 
sesuai standar 

100
% 

100
% 

    

Persentase 
program 
prioritas yang 
terakomodir 
dalam RPJMD 

100
% 

100
% 

    

Persentase 
pencapaian 
tujuan dan 
sasaran 
strategis 
pembangunan 
daerah 

100
% 

100
% 

    

Meningkatnya 
kualitas hasil 
penelitian 
dan 
pengembanga
n 

Persentase 
hasil penelitian 
dan 
pengembangan 
yang 
dimanfaatkan 

100
% 

100
% 

    

PERUBAHAN (1) IKU PADA RENSTRA TAHUN 2018-2023 

Terpenuhinya 
aspek 
kualitas 
dalam 
dokumen 
perencanaan 

Persentase 
Terpenuhinya 
Aspek Kualitas 
Dalam 
Dokumen 
Perencanaan 

  90
% 

90
% 

  

Terpenuhinya 
Persentase 
Capaian 
Kinerja SKPD 

Persentase 
Capaian Kinerja 
SKPD 

  90
% 

90
% 

  

Terpenuhinya 
persentase 
Policy Brief 
idang 
penelitian 
dan 
pengembanga

Persentase 
Policy Brief 
bidang 
penelitian dan 
pengembangan 
yang 
dimanfaatkan 

  80
% 

80
% 
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

Perbandingan Realisasi Kinerja 

2019 2020 2021 

T R T R T R 

n yang 
dimanfaatkan 
Kepala 
Daerah dalam 
perumusan 
kebijakan 

Kepala Daerah 
dalam 
perumusan 
kebijakan 

PERUBAHAN (2) IKU PADA RENSTRA TAHUN 2018-2023 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 

Indeks Kualitas 
Perencanaan 

    Score 
6,2 

Score 
7,2 

Rata-rata 
capaian kinerja 
Indikator 
Kinerja Utama 
Daerah 

    80% 93,64
% 

Rata-rata 
capaian kinerja 
Indikator 
Kinerja Utama 
SKPD 

    80% 116.6
8% 

 

Meningkatnya 
Hasil 
Kelitbangan 

Persentase 
hasil 
kelitbangan 
yang 
dimanfaatkan 

    80% 100% 

Persentase 
hasil   
kelitbangan 
yang disitasi 

    80% 100% 

 

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN 
TAHUN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) 

Analisis capaian kinerja Bappelitbang Tahun 2021 yang 

dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator kinerja dengan metode 

analisis membandingkan antara analisis capaian Sasaran Strategis 

dan indikator Kinerja Tahun 2021 dengan Jangka Menengah dapat 

dilihat pada tabel  berikut: 

 

 

Tabel. 3.7 analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Tahun 
2021 dengan Jangka Menengah 
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SASARAN 
INDIKATOR 
KINERJA 

Perbandingan Realisasi Kinerja 

TARGET 
JANGKA 

MENENGAH 

2021 

TARGET REALISASI 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 

Indeks 
Kualitas 
Perencanaan 

Score 8,2 Score 6,2 Score 7,2 

Rata-rata 
capaian 
kinerja 
Indikator 
Kinerja Utama 
Daerah 

100% 80% 93,64% 

Rata-rata 
capaian 
kinerja 
Indikator 
Kinerja Utama 
SKPD 

100% 80% 116,68% 

Meningkatnya 
Hasil 
Kelitbangan 

Persentase 
hasil 
kelitbangan 
yang 
dimanfaatkan 

100% 80% 100% 

 Persentase 
hasil   
kelitbangan 
yang disitasi 

100% 80% 100% 

 

3.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN 
KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH 
DILAKUKAN  

Hasil pengukuran capaian 5 (lima) indikator kinerja utama 

dalam perjanjian kinerja tahun 2021 menunjukan telah melampaui 

dari target yang sudah ditetapkan, pencapaian kinerja yang 

diperjanjikan dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala yang 

berarti.  Berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappelitbang 

Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan dari 

pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh 

komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen 

Bappelitbang Kabupaten Tapin.  Untuk lebih menunjang keberhasilan 

kinerja Bappelitbang mengambil beberapa langkah, antara lain: 
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a. Program dan kegiatan dilaksanakan dengan optimal, 

efektif dan efisien.   

b. Memberdayakan SDM yang sesuai dengan keahlian. 

c. Meningkatkan kemampuan SDM , agar kemampuannya 

aparatur di perencanaan lebih handal. 

d. Melaksanakan bimbingan teknis, melakukan pembinaan dan 

pembimbingan ataupun pendampingan agar kemampuan dan 

wawasan pengetahuan yang dimiliki pengelola kegiatan (PPTK) 

terhadap anggaran berbasis kinerja 

e. Menumbuhkan kesadaraan pada setiap birokrasi akan 

pentingnya penjaringan dan pengolahan data sebagai bahan 

informasi untuk menyusun rencana kerja agar hasil maksimal 

diperoleh pada setiap kegiatan. 

Program-program yang dilaksanakan Badan Perencanaan 

Pembagunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 

Tahun 2021 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian 

indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:  

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Tingkat keberhasilan dari program ini yakni: 

a.  melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi 

dan supervisi SKPD Mitra Kerja Bidang Infrastruktur yaitu 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas 

Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, 

serta Persandian dan 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Tapin.  

b. Fasilitasi dan supervisi SKPD Mitra Kerja Bidang 

Perekonomian antara lain Dinas Perdagangan, Dinas 

Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, 

Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan 
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Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tapin. 

c. Bimbingan secara teknis/fasilitasi/supervisi 

penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah mitra 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia urusan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan 

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat 

DPRD, urusan (Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya 

Manusia, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja serta 

Sekretariat Daerah); 

d. Melaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan 

RPJMD urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat 

DPRD, urusan (Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya 

Manusia, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja serta 

Sekretariat Daerah); 

e. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi 

pembangunan daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan 

Sekretariat DPRD, urusan ( Kepegawaian dan Pengelolaan 

Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan, 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana 

dan Tenaga Kerja serta Sekretariat Daerah). 

f. Melaksanakan monitoring Mitra Bidang Infrastruktur, 

Ekonomi, Sosial dan SDM. 

g. Melaksanakan evaluasi kebijakan teknis perencanaan 

urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, 

Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, 
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Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan 

Sumber Daya Mineral;  Membimbing secara 

teknis/fasilitasi/supervisi dan menyusun evaluasi dan 

pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah 

urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, 

Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan 

Sumber Daya Mineral. 

h. Melaksanakan evaluasi kebijakan teknis perencanaan 

urusan (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman 

dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat 

DPRD) 

i. Melaksanakan evaluasi kebijakan teknis perencanaan 

urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, 

Kepegawaian dan Sekretariat Daerah. 

j. Membimbing secara teknis/fasilitasi/supervisi dan 

menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

rencana pembangunan daerah urusan Kesehatan, 

Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan 

Sekretariat Daerah. 

Manfaat dari pelaksanaan program ini antara lain: 

• Terjalin sinegritas dan harmonisasi antar dokumen 

Renstra dan Renja Perangkat Daerah Urusan Perdagangan, 

Perindustrian, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, 

Lingkungan Hidup, Inspektorat, Badan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah, serta Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah dan Badan Penanaman Modal Pelayanan 

Satu Pintu Kabupaten Tapin, Urusan Pekerjaan Umum 



 

61 

 

  
dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan 

Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 

Statistik, Bappelitbang, Persandian dan 12 Kecamatan di 

Kabupaten Tapin. 

• Terlaksananya pengelolaan data dan informasi 

pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan 

Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 

Statistik, Bappelitbang, Persandian dan 12 Kecamatan di 

Kabupaten Tapin serta Urusan Perdagangan, 

Perindustrian, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, 

Lingkungan Hidup, Inspektorat, Badan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah, serta Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah dan Badan Penanaman Modal Pelayanan 

Satu Pintu Kabupaten Tapin. 

Kendala dalam Pelaksanaan Program -program ini adalah: 

• Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan 

berjalan lambat karena kegiatan yang bersifat koordinasi 

dengan SKPD terkait penyusunan perencanaan anggaran 

dan koordinasi realisasi capaian renja secara offline 

dengan peserta terbatas, dan juga dilaksanakan secara 

online namun mengalami beberapa kendala, diantaranya 

jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan 

terganggunya pelaksanaan acara. 

• Adanya refocusing anggaran  

• Masih ada beberapa SKPD yang melaporkan hasil 

pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terlambat 

dari jadwal yang sudah ditentukan oleh Bappelitbang. 

• Dalam pengisian format yang ditentukan, sebagian SKPD 

format masih tidak terisi dengan benar. 

• Pengisian kolom target, kolom indikator kinerja dan 

formula/rumus masih banyak yang perlu dikoreksi. 

• Untuk pengisian kolom realisasi kinerja program yang 

diambil dari perhitungan IKU secara manual, SKPD 
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memerlukan waktu agak lama karena harus 

mengumpulkan data dari masing-masing Bidang. 

• Pengisian melalui sistem informasi e-monev pada e-tamasa 

di mulai triwulan II (dua) dan pada triwulan III (tiga) masih 

mengalami keterlambatan dikarenakan SKPD memerlukan 

waktu lebih lama dalam melakukan penginputan laporan 

karena sistem e-monev masih baru dan selalu dalam 

penyempurnaan baik dari Basis datanya maupun 

Sistemnya. 

• Banyaknya tugas-tugas lain yang harus diselesaikankan 

oleh pejabat yang menangani laporan monev 

mengakibatkan keterlambatan SKPD dalam 

menyampaikan laporan tepat waktu walau sudah sering 

diingatkan oleh Bappelitbang. 

• Masih adanya beberapa SKPD yang terlambat memenuhi 

jadwal asistensi penyusunan dokumen perencanaan dari 

jadwal yang sudah ditentukan. 

 

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas, 

Bappelitbang Kabupaten Tapin mengambil beberapa 

langkah, diantaranya: 

 

• Dalam penjadwalan harus dikoordinasikan dengan SKPD 

melalui Mitra Kerja bidang Bappelitbang agar pelaporan 

hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD 

tepat waktu. 

• Untuk rapat - rapat koordinasi pada saat pandemi bisa 

dilakukan melalui Video Conference dan offline dilakukan 

protokol kesehatan yang ketat. 

• Melakukan sosialisasi dan asistensi kembali agar pengisian 

format hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja 

SKPD terisi dengan benar. 
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  • Permintaan Data dari SKPD biasa dilakukan dengan 

mengambil data langsung dan melalui media online dari 

SKPD terkait. 

• Mengikuti Bimtek peraturan–peraturan terkait 

perencanaan dan pengendalian. 

• Dalam penjadwalan harus dikoordinasikan dengan SKPD 

melalui Mitra Kerja bidang Bappelitbang agar pelaporan 

hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD 

tepat waktu. 

• Untuk rapat - rapat koordinasi pada saat pandemi bisa 

dilakukan melalui Video Conference dan offline dilakukan 

protokol kesehatan yang ketat. 

2. Program  Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

 

Program ini telah mendukung tercapainya sasaran rencana 

strategis Bappelitbang yaitu “Meningkatnya kualitas hasil 

perencanaan pembangunan daerah” Tingkat keberhasilan dari 

program ini yakni: 

• Pelaksanaan Forum SKPD yang dilaksanakan secara online 

dan offline dengan peserta terbatas mengalami beberapa 

kendala antara lain kondisi jaringan internet yang tidak 

stabil sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan 

acara. Hal ini dapat diantisipasi dengan mengajukan surat 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT TELKOM 

Kabupaten Tapin untuk masalah jaringan internetnya dan 

PT PLN Kabupaten Tapin untuk kelancaran jaringan listrik 

pada saat berlangsungnya acara. Sehingga pada saat terjadi 

gangguan jaringan internet maupun listrik dapat segera 

teratasi. 

• Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan 

secara online dan offline dengan peserta terbatas 

mengalami beberapa kendala diantaranta: jaringan internet 

yang tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya 
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pelaksanaan acara. Hal ini dapat diantisipasi dengan 

mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada 

PT TELKOM Kabupaten Tapin untuk masalah jaringan 

internetnya dan PT PLN Kabupaten Tapin untuk kelancaran 

jaringan listrik pada saat berlangsungnya acara. Sehingga 

pada saat terjadi gangguan jaringan internet maupun listrik 

dapat segera teratasi. 

• Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan 

secara online dan offline dengan peserta terbatas mengalami 

beberapa kendala antara jaringan internet yang tidak stabil 

sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara. 

Hal ini dapat diantisipasi dengan mengajukan surat 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT TELKOM 

Kabupaten Tapin untuk masalah jaringan internetnya dan 

PT PLN Kabupaten Tapin untuk kelancaran jaringan listrik 

pada saat berlangsungnya acara. Sehingga pada saat terjadi 

gangguan jaringan internet maupun listrik dapat segera 

teratasi. 

• Pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan secara online 

dan offline dengan peserta terbatas. 

Manfaat dari Program ini adalah : 

• Selarasnya sasaran strategis dengan tujuan dan misi Kepala 

Daerah; 

• Program prioritas Kepala Daerah tahun 2021 terakomodir 

dalam RPJMD; 

• Pencapaian Tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan 

pada tahun berkenaan sebesar 100 persen. 

Kendala dalam Pelaksanaan Program ini yakni: 

• Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan 

berjalan lambat karena kegiatan yang bersifat koordinasi 

dengan SKPD terkait penyusunan perencanaan anggaran 

dan koordinasi realisasi capaian rencana kerja dan secara 

tatap muka tidak dapat dilaksanakan. 
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  • Adanya refocusing anggaran sehingga monitoring dan   

evaluasi capaian target dan realisasi kinerja SKPD tidak 

maksimal. 

• belum tersedianya data-data dalam mendukung 

penyusunan RKPD, terlambatnya data yang dibutuhkan 

dari SKPD lain, adanya perubahan sub kegiatan pada menu 

SIPD untuk kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). 

• Pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan secara online 

dan offline dengan peserta terbatas mengalami beberapa 

kendala diantaranta: jaringan internet yang tidak stabil 

sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara. 

• Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang masih terdapat 

kendala menyebabkan proses Penyusunan dan Penetapan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terganggu. 

Belum tersedia data pembangunan secara maksimal baik 

secara umum maupun dari SKPD.Solusi yang ditawarkan 

untuk menghadapi kendala yaitu: 

• Dalam penjadwalan harus dikoordinasikan dengan SKPD 

melalui Mitra Kerja bidang Bappelitbang agar pelaporan 

hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD tepat 

waktu. 

• Untuk rapat - rapat koordinasi pada saat pandemi bisa 

dilakukan melalui Video Conference dan offline dengan 

protokol kesehatan yang ketat. 

• Melakukan sosialisasi kembali agar pengisian format hasil 

pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terisi dengan 

benar. 

• Proses kerjasama dengan BPS akan dilaksanakan pada awal 

tahun. 

• Permintaan Data dari SKPD biasa dilakukan dengan 

mengambil data langsung dari SKPD terkait. 

• Mengikuti Bimtek peraturan–peraturan terkait perencanaan 

dan pengendalian. 

3.  Program Penelitian dan Pengembangan 
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Implementasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin berbasis penelitian Ilmiah 

dilatar belakangi oleh adanya permasalahan/isu-isu strategis 

dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Bidang Litbang 

memiliki fungsi dalam melaksanakan penelitian dan 

pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah berbasis kinerja/outcome. 

Dengan slogan “We Are Contribute For Tapin Research Development 

And Innovation” Bidang Litbang melaksanakan tugas dalam 

Penelitian ilmiah dan Inovasi yag diperlukan untuk mencari solusi 

terhadap permasalahan/isu-isu strategis yang dihadapi oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Tapin. 

Sasaran strategis pada Bidang Litbang adalah “Meningkatnya 

rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti” dengan 

indikator persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang 

ditindaklanjuti yang mendukung sasaran strategis ke 2 (dua). 

Manfaat dari program ini yaitu menghasilkan berbagi rekomendasi 

hasil kebijakan yang digunakan oleh SKPD, masyarakat dan 

stakeholder terkait dalam mengatasi permasalahan pembangunan 

daerah. Namun demikian dalam penguatan fungsi kelitbangan dan 

pelaksanaan program masih terdapat kendala yang dihadapi 

diantaranya adalah: 

1. Waktu penelitian dan cakupan lokasi penelitian yang cukup 

luas sedangkan lama waktu penelitian hanya 4 bulan.  

2. Data sekunder yang sangat terbatas terutama untuk data-

data yang bersifat mikro dengan basis unit wilayah terkecil 

yaitu desa, sehingga hasil penelitian masih cukup bias 

hanya mengandalkan data interpolasi berbasis wilayah 

kecamatan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan 

melakukan primary data collection dengan metode 

pengambilan sampling sesuai dengan teknik analisis yang 

diperlukan dalam penelitian.  

3. Litbang masih belum memiliki data citra satelit resolusi 

tinggi padahal data tersebut sangat diperlukan untuk 
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menyusun rekomendasi strategi perencanaan pembangunan 

daerah berbasis regional science.  

4. Sumber daya manusia yang masih terbatas dikarenakan 

litbang tapin masih belum memiliki fungsional peneliti 

untuk menunjang penguatan fungsi litbang daerah.  

Pelaksanaan program di Bidang Penelitian dan 

Pengembangan adalah berupa hasil penelitian/kajian maka 

outcome yang dihasilakan berupa kajian-kajian yang mana 

rekomendasinya ditujukan kepada SKPD terkait, yang akan 

ditindak lanjuti pada tahun 2021.  

Tingkat keberhasilan dari program ini terlaksananya 

penelitian dengan tema pertanian, lingkungan hidup, dan 

teknologi pertanian, menghasilkan penelitian ilmiah yang terdiri 

atas: 

a. Kajian Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Serapan 

Emisi Karbon Dioksida di Kab. Tapin 

Hasil Kajian Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Berbasis 

Serapan Emisi Karbon Dioksida di Kabupaten Tapin dinilai 

penting bagi lingkungan hidup. Rekomendasi ini 

mendukung Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

(KEHATI) Dinas Lingkungan Hidup dengan sub kegiatan 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada bidang teknis 

Tata Lingkungan. Berdasarkan hasil penelitan didapatkan 

Rekomendasi penting yang dihasilkan penelitian ini yaitu 

Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa kemampuan 

serapan karbon dioksida oleh RTH eksisting di Kabupaten 

Tapin mencapai 2.490 Gg CO2-eq, melebihi emisi karbon 

dioksida yang hanya mencapai 824 Gg CO2-eq.  Dengan 

demkian, luasan RTH di Kabupaten Tapin sudah 

mencukupi untuk menyerap emisi karbon dioksida yang 

dihasilkan dari sektor energi, pertanian dan limbah di 

Kabupaten Tapin. Analisis kecukupan RTH berbasis 

serapan karbon dioksida juga dilakukan pada kecamatan-

kecamatan di Kabupaten Tapin, dan hasil analisis 
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memperlihatkan bahwa dengan pengecualian Kecamatan 

Salam Babaris, kemampuan serapan karbon dioksida oleh 

RTH pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tapin 

melebihi emisi karbon dioksida masing-masing kecamatan. 

Hasil analisis ini memperlihatkan bahwa perlunya 

dilakukan pengembangan luasan RTH di Kecamatan Salam 

Babaris. Rekomendasi yang dimanfaatkan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup adalah penambahan atau pergantian 

vegetasi yang ada dengan jenis vegetasi yang mempunyai 

daya serap tinggi, misalnya pohon buni (Antidesma bunius), 

kenitu (Chrysophyllum cainito), tanjung (Mimusops elengi), 

dan trambesi (Samanea saman). Penggunaan tanaman lokal 

seperti meranti rawa (Shorea balangeran), galam (Melaluca 

leucadendron), jelutung rawa (Dyera lowii) pada daerah-

daerah yang tergenang dan tanggaring/maritam (Nephelium 

mutabile) pada lahan lembab sangat dianjurkan untuk 

meningkatkan peluang pertumbuhan tanaman. Pemilihan 

vegetasi pengganti atau tambahan ini dikombinasikan 

dengan pertimbangan lain seperti ketersediaan bibit 

tanaman, kemudahan pemeliharaan, dan estitika dengan 

tetap memprioritaskan jenis vegetasi yang mempunyai daya 

serap karbon dioksida yang tinggi. 

b. Kajian Strategi Pengembangan Komoditas Cabai Rawit 

Hiyung di Kab. Tapin 

Hasil Kajian Strategi Pengembangan Komoditas Cabai Rawit 

Hiyung di Kabupaten Tapin dinilai penting bagi 

pengembangan bisnis hortikultura dan mendukung hasil 

kelitbangan pada sektor industri, perdagangan dan 

pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi dari pengembangan komoditas 

cabai rawit hiyung dan produk olahannya adalah: 

➢ Strenghts, Karakteristik produk yang khas, memiliki 

merek dalam kemasan, memiliki bahan baku yang 
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berkualitas tinggi, kualitas pelayanan yang baik, variasi 

rasa produk, adanya tenaga kerja yang terampil dan 

ulet, memiliki kemampuan produksi dalam waktu 

dekat, punya pelanggan tetap dan modal yangtersedia. 

➢ Weaknesses, alat produksi yang dimiliki/digunakan 

masih konvensional, hasil produksi tidak stabil, belum 

sepenuhnya dapat memenuhi prinsip GMP dalam 

proses produksi dan kurang promosi, harga produk 

relatif mahal dan harga bahan baku yang meningkat. 

➢ Opportunities, bersesuaian dengan selera konsumen, 

kemungkinan daya beli masyarakat yang terus 

meningkat, meningkatnya pertumbuhan penduduk 

yang akan menambah jumlah permintaan cabai hiyung 

segar dan produk olahannya, pasarnya yang luas dan 

jumlah pemasok bahan baku yang lebih dari satu. 

➢ Threats, ketersediaan barang pengganti yang lebih 

banyak dan lebih murah, Jumlah usaha sejenis 

banyak, langkanya bahan baku yang berkualitas tinggi, 

meningkatnya harga bahan bakar dan perubahan gaya 

hidup.  

Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini 

yaitu: 

a) Perlu dilakukan branding produk pihak UMKM 

pengolahan hasil cabai                                                                                                       

hiyung dengan binaan oleh Dinas Pertanian, Dinas 

Perindustrian dan Dinas Perdagangan Kabupaten 

Tapin. 

b) Variasi produk perlu dibuat oleh pihak UMKM 

pengolahan hasil cabai hiyung dengan binaan oleh 

Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian Kabupaten 

Tapin. 

c) Kemitraan yang lebih luas perlu dilakukan oleh pihak 

UMKM pengolahan hasil cabai hiyung dengan 
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difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Dinas 

Perdagangan KabupatenTapin. 

d) Perlu penerapan teknologi pengolahan hasil yang 

mengacu kepada “Good Manufacturing Practices 

(GMP)” dibawah binaan/fasilitasi Dinas Perindustrian 

KabupatenTapin. 

e) Penguatan modal dan peningkatan skill SDM perlu 

dilakukan dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanian, 

Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan 

KabupatenTapin. 

f) Perlu upaya memperoleh HAKI atas Cabai Rawit 

Hiyung yang tidak hanya sekedar indikasi geografis 

dengan fasilitasi oleh Dinas Pertanian KabupatenTapin. 

g) Dalam rangka meningkatkan produksi untuk 

memenuhi permintaan cabai rawit hiyung segar dan 

hasil olahannya, maka perlu dilakukan perluasan areal 

tanam dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanian 

Kabupaten Tapin. 

c. Kajian Pengembangan Limbah Biomassa Pertanian Sebagai 
Bioenergi dan Sustainable Agriculture di Kab. Tapin 

Hasil Kajian Pengembangan Limbah Biomassa 

Pertanian Sebagai Bioenergi dan Sustainable Agriculture di 

Kabupaten Tapin mendukung hasil kelitbangan dalam 

bidang pertanian, lingkungan hidup dan pemerintah desa. 

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, hasil 

identifikasi sumber biomassa yang ada di Kabupaten Tapin 

adalah limbah tanaman padi (jerami dan sekam), sapi 

(kotoran sapi), dan kelapa sawit (batang, daun dan tandan 

kosong kelapa sawit). Lokasi strategis pengembangan 

adalah wilayah Kecamatan Tapin Tengah, yaitu Desa 

Sungai Bahalang. Limbah biomassa pertanian yang 

berpotensi dikembangkan untuk menjadi bioenergi di 

Kabupaten Tapin adalah limbah kotoran sapi dan jerami 

padi. Desain dan rancangan alat pengolahan bioenergi 

(biogas) menggunakan drum berbahan fiber glass, yang 
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dapat menampung biomassa untuk difermentasi sebesar 

900 liter dengan lama waktu fermentasi optimal selama 21 

hari, tekanan yang dihasilkan sebesar 12,43 atm, dan 

volume yang dihasilkan 0,8478m3 per hari. Bioenergi yang 

dihasilkan berupa biogas dapat dimanfaatkan untuk 

menjadi bahan bakar dalam proses memasak untuk 600 

ml air selama 6 menit (per 100ml = 1 menit). Limbah padat 

hasil fermentasi biogas dapat digunakan untuk pupuk 

pada tanaman seperti cabai rawit atau memperbaiki 

permukaan tanah pada tanaman  sehingga menunjang 

sustainable agriculture.  

Rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai 

berikut: 

1) Dinas Lingkungan Hidup: memanfaatkan limbah jerami 

padi, sekam padi dan kotoran sapi dapat dijadikan 

sebagai program inovasi untuk pengendalian 

pencemaran tanah dan air pada khususnya dan 

pencemaran lingkungan pada umumnya. 

2) Dinas Pertanian: kajian lebih lanjut terkait volume gas 

dari berbagai macam jenis biomassa limbah pertanian 

dan peternakan terutama jenis bahan yang 

memerlukan tahap perlakuan awal (fermentasi) dan 

kajian pemanfaatan limbah padat sisa proses 

pembuatan biogas menjadi pupuk cair/organik dengan 

tingkat efektivitas dan efisiensi unsur hara tanah 

terhadap struktur dan tekstur tanah dengan konsep 

sustainable agriculture. 

3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa: membuat 

program inovasi desa dalam pengembangan bioenergi 

sebagai pengganti gas elpiji dengan memanfaatkan 

limbah pertanian dan peternakan sesuai potensi 

daerah masing-masing desa di Kabupaten Tapin. 

4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah: 

membuat program penanggulangan bencana terutama 

terkait kebakaran lahan untuk tidak membakar limbah 
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pertanian seperti jerami padi, sekam padi dan limbah 

pertanian lainnya lebih baik dimanfaatkan sebagai 

biomassa dalam pengembangan bioenergi menjadi 

biogas. 

5) Kepala BPP Kecamatan Tapin Tengah: Mengembangkan 

potensi dan hasil identifikasi sumber biomassa dalam 

pengelolaan limbah pertanian yang ada di Kecamatan 

Tapin Tengah seperti jerami padi, sekam padi, batang, 

daun, dan tandan kosong kelapa sawit dan limbah 

pertanian lainnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya 

sebagai sumber bioenergi berupa biogas atau bioetanol 

dengan proses fermentasi. 

6) Kepala Desa Sungai Bahalang: memasukkan 

umpan/input biomassa setiap hari ke dalam digester 

biogas agar tekanan gas metan selalu tersedia dan 

dapat digunakan secara terus menerus dan biomassa 

yang dijadikan umpan/input sebaiknya dilakukan 

pengecilan ukuran terlebih dahulu agar tidak terjadi 

penyumbatan pada alat sehingga proses pembentukan 

gas metan dapat berjalan secara optimal. 

d. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan 

Kependudukan.  Penelitian ini menghasilkan penelitian ilmiah 

adalah Kajian Faktor Pemicu Pernikahan Dini dan Kebijakan 

Penanggulangannya di Kabupaten Tapin Tahun 2021. Hasil 

kajian ini dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. 

Adapun hasil rekomendasi yang dihasilkan adalah 

Pendewasaan anak melalui Pendidikan wajib 12 tahun harus 

terus diperjuangkan melalui Lembaga-lembaga Pendidikan 

baik negeri maupun swasta melalui Dinas Pendidikan 

Memberikan pemahaman akan pola pikir masyarakat tentang 

dampak pernikahan usia anak terutama dampak akibat 

pergaulan bebas melalui Dinas Kesehatan. Rekomendasi 
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kepada CSR/ perusahaan dalam pemberian beasiswa 

pendidikan pada anak-anak hingga mencapai pendidikan 

tinggi (khususnya anak-anak dari keluarga berpendapatan 

rendah), pengadaan sarana dan prasarana yang dapat 

dimanfaatkan anak untuk mengembangkan life skill melalui 

Dinas Pendidikan. 

Sebaran Pernikahan Dini di Kabupaten Tapin dilihat dari 

perkembangan Pernikahan Anak sepanjang tahun 2018 

sampai dengan 2020, kasus pernikahan anak sebanyak 112 

kasus yang tersebar di 12 Kecamatan dengan 86,61% 

dominasi Wanita dan kecamatan Binuang menjadi daerah 

yang banyak pernikahan anak, menyusul kecamatan 

Lokpaikat, kecamatan Tapin Tengah, kecamatan Tapin Selatan 

dan kecamatan Bungur. Kecamatan tersebut sampai dengan 

Agustus tahun 2021, jumlah pernikahan anak masih 

cenderung tinggi, sedangkan Kecamatan Piani menjadi 

kecamatan yang paling rendah akan Pernikahan anak usia 

dini. Faktor pemicu pernikahan dini tertinggi berdasarkan 

pendapat masyarakat umum adalah:  Faktor yang pertama, 

didorong oleh faktor kurang informasi (X1), kedua adalah 

faktor emosional (X3), ketiga adalah faktor Married by Accident 

(X7), keempat adalah Faktor tingkat pendidikan (X8), dan 

kelima adalah Faktor perjodohan (X4). Selain faktor utama 

tersebut faktor lainnya sebagai pemicu dan berpengaruh 

terhadap peningkatan Pernikahan Anak adalah: 

➢ Faktor ekonomi yang ditunjukkan oleh mayoritas 

pekerjaan orang tua pelaku adalah petani dan tingginya 

tanggungan orang tua 2 (dua) hingga 8 (delapan) orang 

anak, 46,51% tanggungan keluarga 3 orang. Selain itu 

diperkuat lagi oleh pengakuan pelaku yang mayoritas 

menyatakan bahwa keadaan ekonomi orang tuanya adalah 

berpendapatan rendah. 

➢ Faktor Pendidikan, ditunjukkan oleh pendidikan orang tua 

yang mayoritas lulusan sekolah dasar (69,59%) dan 

mayoritas SLTP kebawah (62,79%).  
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➢ Faktor Budaya dan lingkungan, sebesar 79,07% yang 

menyatakan dipengaruhi budaya. Faktor lingkungan, 

pertemanan dan berakhir dengan pergaulan bebas 

dinyatakan oleh 80% lebih responden. Dampak 

Perkawinan Anak menyatakan bahwa perkawinan mereka 

tidak ada masalah 93,02%. Alasan bertahannya 

diantaranya karena saling mengerti 90% dan ekonomi 

keluarga sudah membaik 10%. Namun demikian mereka 

masih tinggal bersama orang tua 93% dan hanya 7% yang 

sudah mandiri.   

➢ Adapun permasalahan yang berkenaan dengan reproduksi 

hanya 2%. Kebijakan koordinasi antar instansi dalam 

pencegahan pernikahan dini, pengetatan administrasi, 

persyaratan, dan pengawasan bagi pelaku pernikahan dini, 

meningkatkan pelayanan bimbingan keagamaan, 

peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluhan sangat 

diperlukan.  

e. Pengembangan inovasi dan teknologi berhasil mengembangkan 

inovasi sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui 

website E-STAR atau electronic sustainable tapin research 

yang berfungsi sebagai open access repository hasil penelitian 

litbang, bank data, dan database inovasi daerah bagi 

kabupaten tapin. Melalui Inovasi ini diharapkan akan 

mempermudah tata Kelola pemerintahan bagi stakeholder.  

f. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangung/Model Replikasi 

dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 

menghasilkan output inovasi daerah kabupaten tapin 

sebanyak 7 inovasi dari 6 Tapin inovator yang terdiri atas.  

Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Tapin pada tahun 2021 

berhasil masuk kedalam cluster pemerintah kabupaten yang 

inovatif dari Kementerian Dalam Negeri. Sejalan dengan hal 

tersebut, dengan adanya pengembangan website yang dapat 

diakses oleh masyarakat luat akan memperkuat pengemangan 

sistem inovasi daerah sehingga dapat meningkatkan daya 



 

75 

 

  
saing daerah ke tingkat nasional. Berikut adalah inovasi 

daerah yang berhasil dihimpun dalam Lomba Inovasi Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2021.  

No SKPD Nama Inovasi Juara 

1. 
Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Dekdekan Corona (Dapatkan 
Dokumen Kependudukan 
dengan Chat Online 
Nongkrong di Rumah Aaja)  

1 

2. 
Dinas Tenaga Kerja Pelayanan Datu Kabul 

(DAtang TUntung KArena 
Berkas Ulun Lengkap) 

2 

3. 
UPTD Puskesmas 
Bakarangan 

ASINAN PEDAS (Ayo berSalin 
dI fasilitas kesehaTAN dengan 
Pelayanan jEmput Dan Antar 
Selalu) 

3 

4. 
Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

Menjamur SMART CITY 
Kabupaten Tapin 

Harapan 
1 

5. 
UPTD Puskesmas 
Banua Padang 

PHBS Squad (Germas 
Kampanye Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat) 

Harapan 
2 

6. 
UPTD Puskesmas 
Margasari 

TT WUS Berprestasi 
(Imunisasi Tetanus Toxoid 
kepada Wanita Usia Subur) & 
SIP3K (Sistem Pemberdayaan 
Perusahaan Peduli Kesehatan) 

Harapan 
3 

 
g. Sosialisasi dan desiminasi hasil-hasil kelitbangan dengan 

mengangkat tema Penguatan fungsi litbang dalam 

Implementasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin berbasis penelitian 

Ilmiah. Narasumber yang menjadi pembicara dalam kegiatan 

ini adalah Kepala Badan Litbang Dari. H. Zainal Aqli, ST, MT 

dengan menghadirkan peserta SKPD terkait hasil penelitian 

litbang yang dihasilkan selama kurun waktu 2021. 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Penelitian 

dan Pengembangan  

• Mundurnya waktu pelaksanaan penelitian yang seharusnya 

dijadwalkan pada Bulan Juli menjadi Bulan Oktober 

dikarenakan meninggalnya salah satu anggota tim peneliti.  

• Keterbatasan sampling penelitian yang hanya mencakup 30 

responden dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga tim peneliti 

didampingi oleh Tim Bidang itbang memutuskan untuk 
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mengambil data primer sebanyak 2 kali saja pada 3 lokasi 

penelitian.   

  

3.1.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

merupakan jawaban atas Permasalahan Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi yang telah menjadi fokus Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:  

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia yang 

digunakan sudah secara optimal melaksanakan kinerja 

pada masing-masing bidang di Bappelitbang, dibantu juga 

dengan adanya aplikasi berbasis web seperti e-office guna 

menunjang peningkatan kinerja. Adapun kendala 

kekurangan personel pada Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dapat diatasi 

dengan rekrutmen tenaga kontrak yang mampu membantu 

tugas-tugas dan kegiatan yang ada pada masing-masing 

bidang.  

b. Sarana dan Prasarana  

Dukungan sarana dan prasarana yang baik akan 

menunjang pencapaian kinerja organisasi. Ketersediaan 

sarana dan prasarana pada Bappelitbang dirasa sudah 

cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dalam 

melakukan kegiatan dan pelayanan kepada Perangkat 

Daerah. Hal ini berbanding lurus dengan tersedianya 

anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan dari sarana 

dan prasarana tersebut. 

c. Anggaran  

Indikator ini didukung dengan pagu anggaran yang ada 

pada DPA Bappelitbang Tahun 2021 sebesar Rp. 

9.119.156.998,00 dan terserap sebesar 

Rp.8.324.086.886,00 (91.28%), sehingga terdapat efisiensi 

dalam serapannya sebesar Rp. 795.070.112,00 atau 8.72%.  

Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tidak lagi 
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menjadi tolak ukur keberhasilan atas kinerja Perangkat 

Daerah. Kinerja yang dihasilkan merupakan tolak ukur dari 

keberhasilan dengan penggunaan anggaran yang efektif dan 

efisien. Analisis kinerja atas efisiensi penggunaan sumber 

daya mulai dari esselon II sampai esselon IV dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 3.8 Analisis Kinerja Atas Efisiensi Sumber Daya  

SKPD: BAPPELITBANG 
    

TAHUN 2021 
   

    

 
KEPALA 

  

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SASARAN 

TARGET 
IKU 

REALISA
SI 

CAPAI
AN 

1 Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 

Indeks Kualitas Perencanaan Score 6.2 
(Baik) 

Score 7,2 100% 

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama 
Daerah 

80% 93,64% 117,05
% 

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama 
SKPD 

80% 116.68% 
 

145,85
% 

2 Meningkatnya hasil 
kelitbangan 

Persentase hasil kelitbangan dimanfaatkan 80% 100% 111,11
% 

Persentase hasil   kelitbangan yang disitasi 80% 100% 111,11
% 

 
SEKRETARIS 
NO SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 

IKU 
REALISA

SI 
CAPAI

AN 

1 Pengelolaan 
perencanaan, 
pelaporan dan 
keuangan yang 
efektif dan efisien 

Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan 
dengan coverage anggaran 100% 

80% 80% 100% 

Persentase efisiensi penggunaan anggaran 90% 90% 100% 
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2 SDM yang 
berkualitas  

Persentase ASN dengan capaian kinerja ≥90% 
 

90% 90% 100% 

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 
IKU 

REALISA
SI 

CAPAI
AN 

1 Meningkatnya 
rekomendasi hasil 
kelitbangan yang 
ditindaklanjuti 
 

Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang 
ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN SDM 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 
IKU 

REALISA
SI 

CAPAI
AN 

1 Meningkatnya 
kualitas dokumen 
perencanaan SKPD 
mitra sub bidang 
Sosial dan SDM 

 
 

Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen 
perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM 
yang ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

2 Meningkatnya 
capaian kinerja 
program SKPD 
mitra Sosial dan 
SDM 
  

Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra 
Bidang  Sosial dan SDM 

90% 90% 100% 

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISA CAPAI
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STRATEGIS IKU SI AN 

1 Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 
pembangunan 
daerah yang 
disusun tepat 
waktu dan sesuai 
standar 

Persentase dokumen perencanaan pembangunan 
daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai 
standar 

100%   

2 Meningkatnya 
kualitas capaian 
kinerja program 
prioritas daerah 

Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program 
prioritas daerah yang ditindaklanjuti 

70%   

BIDANG EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 
IKU 

REALISA
SI 

CAPAI
AN 

1 Meningkatnya 
kualitas dokumen 
perencanaan SKPD 
mitra bidang 
Ekonomi dan 
Infrastruktur 

Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen 
perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan 
Infrastruktur yang ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

2 Meningkatnya 
capaian kinerja 
program SKPD 
mitra bidang 
Ekonomi dan 
Infrastruktur 

Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra 
bidang Ekonomi dan Infrastruktur 

90% 90% 100% 

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
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NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 
IKU 

REALISA
SI 

CAPAI
AN 

1 Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 

Indeks kepuasan pelayanan ASN Bappelitbang Score 4.3 Score 4.3 100% 

2 Meningkatnya 
kualitas barang 
milik daerah 

Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik 100% 100% 100% 

3 Meningkatnya 
sumber daya 
aparatur yang 
berkualitas 

Persentase kelulusan ASN Bappelitbang yang 
mengikuti Peningkatan kapasitas ASN 

100% 100% 100% 

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN 

N
O 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 
IKU 

REALISA
SI 

CAPAI
AN 

1 Meningkatnya 
Kualitas Kinerja 
Perencanaan dan 
pelaporan 
Perangkat Daerah 

Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan 
tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen 
perencanaan 

100% 100% 100% 

Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan 
atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang 

100% 100% 100% 

Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja 
yang tepat waktu 

 

100% 100% 100% 

SUB BAGIAN KEUANGAN 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 
IKU 

REALISA
SI 

CAPAI
AN 

1 Meningkatnya Persentase Surat Pertanggungajawaban yang sesuai 100% 100% 100% 
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Kualitas 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

dengan standar penatausahaan keuangan 

Persentase laporan keuangan yang disampaikan 
tepat waktu dan sesuai standar 

100% 100% 100% 

persentase hasil temuan pemeriksaan yang 
ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

 
SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA 
NO SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 

IKU 
REALISA

SI 
CAPAI

AN 

1 Meningkatnya 
kualitas hasil 
kajian kelitbangan 
sosial budaya 

Persentase hasil kajian kelitbangan Sosial Budaya 
yang berkualitas 

100% 100% 100% 

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 
IKU 

REALISA
SI 

CAPAI
AN 

1 Meningkatnya 
kualitas hasil 
kajian kelitbangan 
Ekonomi 

Persentase hasil kajian kelitbangan ekonomi yang 
berkualitas 

100% 100% 100% 

SUB BIDANG SOSIAL 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 
IKU 

REALISA
SI 

CAPAI
AN 

1 Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 
pembangunan 
mitra Sub bidang 

Persentase SKPD menyampaikan dokumen 
Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang 
sosial selesai tepat waktu 

90% 90% 100% 
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sosial yang disusun 
tepat waktu dan 
sesuai standar 

2 Meningkatnya 
kualitas laporan 
monitoring dan 
evaluasi skpd mitra 
sub bidang  social 

Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan 
monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang  
sosial  yang ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

SUB BIDANG SDM 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 
IKU 

REALISA
SI 

CAPAI
AN 

1 Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 
pembangunan 
mitra Sub bidang 
sdm yang disusun 
tepat waktu dan 
sesuai standar 

Persentase SKPD menyampaikan dokumen 
Perencanaan Pembangunan  SKPD Mitra Sub 
Bidang sdm selesai tepat waktu 

90% 90% 100% 

2 Meningkatnya 
kualitas laporan 
monitoring dan 
evaluasi skpd mitra 
sub bidang  sdm 

Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan 
monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang  
sdm yang ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

SUB BIDANG EKONOMI 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 
IKU 

REALISA
SI 

CAPAI
AN 
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1 Persentase 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah  mitra Sub 
bidang Ekonomi 
yang disusun tepat 
waktu dan sesuai 
standar 

Persentase SKPD menyampaikan dokumen 
Perencanaan Pembangunan  SKPD Mitra Sub 
Bidang Ekonomi selesai tepat waktu 

90% 90% 100% 

2 Persentase 
rekomendasi hasil 
verifikasi laporan 
monitoring dan 
evaluasi skpd mitra 
sub bidang  
Ekonomi  yang 
ditindaklanjuti 

Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil   
Monitoring dan Evaluasi penyerapan  realisasi  
target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi 

100% 100% 100% 

SUB BIDANG INFRASTRUKTUR 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 
IKU 

REALISA
SI 

CAPAI
AN 

1 Persentase 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah  mitra Sub 
bidang Ekonomi 
yang disusun tepat 
waktu dan sesuai 
standar 

Persentase SKPD menyampaikan dokumen 
Perencanaan Pembangunan  SKPD Mitra Sub 
Bidang Ekonomi selesai tepat waktu 

90% 90% 100% 

2 Persentase Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil   100% 100% 100% 



 

85 

 

rekomendasi hasil 
verifikasi laporan 
monitoring dan 
evaluasi skpd mitra 
sub bidang  
Ekonomi  yang 
ditindaklanjuti 

Monitoring dan Evaluasi penyerapan  realisasi  
target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi 

SUB BIDANG  PENGENDALIAN 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 
IKU 

REALISA
SI 

CAPAI
AN 

1 Meningkatnya 
kualitas  kinerja 
Program Prioritas 
Daerah 

Peningkatan capaian kinerja Program Prioritas 
Daerah yang tercapai 

100% 100% 100% 

2 

Meningkatnya 
kualitas data dan 
informasi 
pembangunan 
daerah 

Persentase ketersediaan data dan informasi 
indikator kinerja perencanaan pemerintah daerah 
yang berkualitas 

100% 100% 100% 

SUB BIDANG  PERENCANAAN 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 
IKU 

REALISA
SI 

CAPAI
AN 

1 Musyawarah 
Perencanaan 
Pembangunan  
Daerah yang 
berkualitas 

Persentase hasil berita acara Musrenbang di semua 
level tingkatan yang diakomodir dalam dokumen 
perencanaan 

80% 80% 100% 

2 
Terwujudnya 
keselarasan 

Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam 
RKPD tiap tahunnya 

100% 100% 100% 
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program 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 



 

87 

 

3.1.6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG 
KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN 

PERNYATAAN KINERJA  

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung 

terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab 

keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan 

menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan 

faktor lainnya. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja 

Tujuan/Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:   

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis 

meningkatnya kualitas perencanaan dengan indikator kinerja 

Indeks Kulitas Perencanaan, didukung oleh:  

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 

daerah, indikator Indeks Kualitas Perencanaan capaian 100% 

melalui 1 kegiatan pendukungnya seperti dalam tabel diatas. 

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja pada kegiatan 

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dilakukan pada saat 

Pandemi Covid-19 melalui daring dan tidak secara tatap muka 

seperti tahun sebelumnya. Meskipun dilaksanakan secara 

daring, hal ini tidak menjadi penghambat dari rencana dan 

jadwal penyusunan dokumen RKPD. Sehingga dokumen RKPD 

yang disusun tetap sesuai dengan standar dan kaidah 

penyusunan yang berlaku, juga dapat diselesaikan tepat waktu 

untuk selanjutnya ditetapkan melalui penetapan RKPD dengan 

Peraturan Bupati tentang Penetapan RKPD Kabupaten Tapin.  

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan indikator Indeks Kualitas 

Perencanaan dengan nilai capaian masing-masing indikator 

sebesar 100%. Adapun keberhasilan pencapaian dari program 
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ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan pendukungnya seperti dalam 

tabel diatas.  

Keberhasilan dari program diatas  merupakan hal yang sangat 

penting untuk menjamin tingkat keselarasan dan konsistensi 

dokumen perencanaan pada tahun berkenaan. Dengan 

demikian, maka RKPD yang terdiri dari renja-renja perangkat 

daerah juga akan selaras dan konsisten dengan RPJMD pada 

tahun berkenaan. Jadi, program dan kegiatan yang disusun 

oleh Perangkat Daerah terjaga konsistensi dan keselarasannya, 

baik dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang 

bersangkutan maupun dengan RPJMD Kabupaten Tapin pada 

Tahun yang berkenaan.  

3. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 

daerah, indikator rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja 

Utama Daerah dengan nilai capaian indikator sebesar 93,64%.  

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja pada kegiatan diatas 

pada saat pandemi Covid-19 ini dilakukan baik melalui daring 

maupun tatap muka dengan mengutamakan protokol 

kesehatan, hal ini tidak menjadi penghambat dalam 

pelaksanaan monitoring evaluasi, Informasi hasil Monitoring 

dan evaluasi dapat memberikan umpan balik kepada pelaksana 

program tentang hasil capaian program, dalam arti sesuai atau 

tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan indikator Rata-rata capaian 

kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD dengan nilai capaian 

indikator sebesar 116.68%. Adapun keberhasilan pencapaian 

kinerja pada kegiatan diatas pada saat pandemi Covid-19 ini 

dilakukan baik melalui daring maupun tatap muka dengan 



 

89 

 

mengutamakan protokol kesehatan, hal ini tidak menjadi 

penghambat dalam pelaksanaan monitoring evaluasi, Informasi 

hasil Monitoring dan evaluasi dapat memberikan umpan balik 

kepada pelaksana program tentang hasil capaian program, 

dalam arti sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis 

Meningkatnya Hasil Kelitbangan dengan indicator kinerja 

Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dan Persentase 

hasil   kelitbangan yang disitasi dengan capaian masing-masing 

100%, didukung oleh :  

a. Pogram penelitian dan Pengembangan dengan indikator 

Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti 

dengan tingkat capaian sebesar 100 % ditunjang dengan 3 

kegiatan yaitu :   

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan 

Pembangunan dengan topik : 

a.  penelitian pengembangan Kajian Kecukupan Ruang 

Terbuka Hijau Berbasis Serapan Emisi Karbon Dioksida di 

Kab. Tapin dengan saran dan rekomendasi yang dihasilkan 

pada penelitian tersebut adalah penambahan atau 

pergantian vegetasi yang ada dengan jenis vegetasi yang 

mempunyai daya serap tinggi, misalnya pohon buni 

(Antidesma bunius), kenitu (Chrysophyllum cainito), 

tanjung (Mimusops elengi), dan trambesi (Samanea saman). 

Penggunaan tanaman lokal seperti meranti rawa (Shorea 

balangeran), galam (Melaluca leucadendron), jelutung rawa 

(Dyera lowii) pada daerah-daerah yang tergenang dan 

tanggaring/maritam (Nephelium mutabile) pada lahan 

lembab sangat dianjurkan untuk meningkatkan peluang 

pertumbuhan tanaman. 
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b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan 

Pembangunan dengan topik penelitian pengembangan 

Kajian Strategi Pengembangan Komoditas Cabai Rawit 

Hiyung di Kab. Tapin. Rekomendasi yang dihasilkan dalam 

penelitian ini yaitu Perlu dilakukan branding produk pihak 

UMKM pengolahan hasil cabai hiyung dengan binaan oleh 

Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Dinas 

Perdagangan Kabupaten Tapin, variasi produk perlu dibuat 

oleh pihak UMKM pengolahan hasil cabai hiyung dengan 

binaan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian 

Kabupaten Tapin, kemitraan yang lebih luas perlu 

dilakukan oleh pihak UMKM pengolahan hasil cabai hiyung 

dengan difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Dinas 

Perdagangan KabupatenTapin, perlu penerapan teknologi 

pengolahan hasil yang mengacu kepada “Good 

Manufacturing Practices (GMP)” dibawah binaan/fasilitasi 

Dinas Perindustrian KabupatenTapin, penguatan modal 

dan peningkatan skill SDM perlu dilakukan dengan 

difasilitasi oleh Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan 

Dinas Perdagangan KabupatenTapin dan perlu upaya 

memperoleh HAKI atas Cabai Rawit Hiyung yang tidak 

hanya sekedar indikasi geografis dengan fasilitasi oleh 

Dinas Pertanian KabupatenTapin serta dalam rangka 

meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan cabai 

rawit hiyung segar dan hasil olahannya, maka perlu 

dilakukan perluasan areal tanam dengan difasilitasi oleh 

Dinas Pertanian Kabupaten Tapin 

c. Kajian Pengembangan Limbah Biomassa Pertanian Sebagai 

Bioenergi dan Sustainable Agriculture di Kab. Tapin dengan 

Rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 
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o Dinas Lingkungan Hidup: memanfaatkan limbah jerami 

padi, sekam padi dan kotoran sapi dapat dijadikan 

sebagai program inovasi untuk pengendalian 

pencemaran tanah dan air pada khususnya dan 

pencemaran lingkungan pada umumnya. 

o Dinas Pertanian: kajian lebih lanjut terkait volume gas 

dari berbagai macam jenis biomassa limbah pertanian 

dan peternakan terutama jenis bahan yang memerlukan 

tahap perlakuan awal (fermentasi) dan kajian 

pemanfaatan limbah padat sisa proses pembuatan 

biogas menjadi pupuk cair/organik dengan tingkat 

efektivitas dan efisiensi unsur hara tanah terhadap 

struktur dan tekstur tanah dengan konsep sustainable 

agriculture. 

o Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa: membuat 

program inovasi desa dalam pengembangan bioenergi 

sebagai pengganti gas elpiji dengan memanfaatkan 

limbah pertanian dan peternakan sesuai potensi daerah 

masing-masing desa di Kabupaten Tapin. 

o Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah: 

membuat program penanggulangan bencana terutama 

terkait kebakaran lahan untuk tidak membakar limbah 

pertanian seperti jerami padi, sekam padi dan limbah 

pertanian lainnya lebih baik dimanfaatkan sebagai 

biomassa dalam pengembangan bioenergi menjadi 

biogas. 

o Kepala BPP Kecamatan Tapin Tengah: Mengembangkan 

potensi dan hasil identifikasi sumber biomassa dalam 

pengelolaan limbah pertanian yang ada di Kecamatan 

Tapin Tengah seperti jerami padi, sekam padi, batang, 
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daun, dan tandan kosong kelapa sawit dan limbah 

pertanian lainnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya 

sebagai sumber bioenergi berupa biogas atau bioetanol 

dengan proses fermentasi. 

o Kepala Desa Sungai Bahalang: memasukkan 

umpan/input biomassa setiap hari ke dalam digester 

biogas agar tekanan gas metan selalu tersedia dan 

dapat digunakan secara terus menerus dan biomassa 

yang dijadikan umpan/input sebaiknya dilakukan 

pengecilan ukuran terlebih dahulu agar tidak terjadi 

penyumbatan pada alat sehingga proses pembentukan 

gas metan dapat berjalan secara optimal. 

 

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan 

Kependudukan dengan Kajian Faktor Pemicu Pernikahan 

Dini dan Kebijakan Penanggulangannya di Kabupaten Tapin 

Tahun 2021. Hasil kajian ini dimanfaatkan oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas 

Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Adapun hasil 

rekomendasi yang dihasilkan adalah Pendewasaan anak 

melalui Pendidikan wajib 12 tahun harus terus 

diperjuangkan melalui Lembaga-lembaga Pendidikan baik 

negeri maupun swasta melalui Dinas Pendidikan 

Memberikan pemahaman akan pola pikir masyarakat 

tentang dampak pernikahan usia anak terutama dampak 

akibat pergaulan bebas melalui Dinas Kesehatan. 

Rekomendasi kepada CSR/ perusahaan dalam pemberian 

beasiswa pendidikan pada anak-anak hingga mencapai 

pendidikan tinggi (khususnya anak-anak dari keluarga 
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berpendapatan rendah), pengadaan sarana dan prasarana 

yang dapat dimanfaatkan anak untuk mengembangkan life 

skill melalui Dinas Pendidikan. 

3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi 

Pengembangan inovasi dan teknologi didukung oleh 3 (tiga) 

sub-kegiatan: 

• Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan di Bidang 

Teknologi dan Inovasi. Pengembangan inovasi dalam bentuk 

sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui website E-

STAR atau electronic sustainable tapin research yang 

berfungsi sebagai open access repository hasil penelitian 

litbang, bank data, dan database inovasi daerah bagi 

kabupaten tapin. Melalui Inovasi ini diharapkan akan 

mempermudah tata Kelola pemerintahan bagi stakeholder.  

• Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangung/Model Replikasi 

dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan 

Teknologi. Penerapan Teknologi menghasilkan output inovasi 

daerah kabupaten tapin sebanyak 7 inovasi dari 6 inovator 

yang berhasil masuk kedalam cluster pemerintah kabupaten 

yang inovatif dari Kementerian Dalam Negeri.  

• Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 

Sosialisasi dan desiminasi hasil-hasil kelitbangan dengan 

mengangkat tema Penguatan fungsi litbang dalam 

Implementasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin berbasis penelitian 

Ilmiah.  

Dari keseluruhan saran rekomendasi tersebut telah dilakukan 

koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang makan 

memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil kajian penelitian yang 

telah dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2021 sehingga dapat 

menghasilkan sebuah program yang mana berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan    

4.2. REALISASI ANGGARAN  

Tahun 2020 Bappelitbang Kabupaten Tapin melaksanakan 7 

program dengan 43 kegiatan dengan alokasi anggaran 

Bappelitbang Tahun 2021 sebesar Rp. 9.119.156.998,00 dan 

terserap sebesar Rp.8.324.086.886,00 (91.28%),  Realisasi 

anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan 

adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai target 

karena terkendala waktu pelaksanaan juga karena adanya efisiensi 

penggunaan anggaran, adanya pandemi Covid-19 selain itu faktor 

lainnya adalah terbatasnya alokasi anggaran daerah namun 

semua kendala tersebut tidak mengurangi efektifitas pencapaian 

sasaran strategis.  

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada 

Tahun Anggaran 2021 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten 

Tapin Tahun 2005- 2025.  Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja 

Bappelitbang Kabupaten Tapin dapat dikategorikan Sangat Baik, 

walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100%.  Hal ini 

dibuktikan bahwa realisasi dari 5 (lima) indikator kinerja 

melampaui target yang ditetapkan.  Realisasi anggaran dapat 

dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2021 

NO. PROGRAM DAN KEGIATAN 
REALISASI 

(Rp) 
ANGGARAN 

(Rp) 
% 

I. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

5.379.949.682,00 5.805.256.398,00 92,67 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

55.585.000,00 56.050.000,00 99,17 

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.945.000,00 32.230.000,00 99,12 

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

15.150.000,00 15.150.000,00 100,00 

3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.490.000,00 8.670.000,00 97,92 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.454.609.315,00 3.528.270.598,00 97,91 

4. Penyedia Gaji Tunjangan ASN 3.454.110.715,00 3.520.720.698,00 98,11 

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan 
Akhir Tahun SKPD 

0,00 2.999.900,00 0,00 

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

498.600,00 4.550.000,00 10,96 

3. 
Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1.123.763.818,00 1.240.762.100,00 
 

90,57 

7. 
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

14.636.000,00 14.925.900,00 98,06 

8. 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

139.264.650,00 187.096.200,00 74,43 
 

9. 
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

91.351.900,00 111.512.200,00 81,92 
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NO. PROGRAM DAN KEGIATAN 
REALISASI 

(Rp) 
ANGGARAN 

(Rp) 
% 

10. 
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 

17.955.600,00 18.420.800,00 97,47 

11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 

160.000,00 3.000.000,00 5,33 

12. Penyedian Bahan/Material 9.966.500,00 23.205.400,00 42,95 

13. Fasilitas Kunjungan Tamu 8.785.000,00 8.785.500,00 100,00 

14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 841.644.168,00 873.816.600,00 96,32 

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

442.591.200,00 468.392.900,00 94,49 

15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 442.591.200,00 468.392.900,00 94,49 

5. 
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

240.789.749,00 424.434.000,00 56,73 

16. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 181.599.749,00 337.300.000,00 53,84 

17. Penyedia Jasa Peraatan dan Perlengkapan Kantor 1.600.000,00 12.370.000,00 12,93 

18. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor 57.590.000,00 74.764.000,00 77,03 
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NO. PROGRAM DAN KEGIATAN 
REALISASI 

(Rp) 
ANGGARAN 

(Rp) 
% 

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

62.610.600,00 87.346.800,00 71,84 

19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan 
Dinas Jabatan  

48.227.600,00 62.586.800,00 77,06 

20. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya 14.383.000,00 24.760.000,00 58,09 

 

II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 

1.428.450.950,00 1.615.074.700,00 88,44 
 

7. Peyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.053.324.750,00 1.116.016.700,00 94,38 

21. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 52.839.000,00 54.500.000,00 96,95 

22. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota 106.576.000,00 108.950.000,00 97,82 

 
23. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu 

Strategis Pembangunan Daerah 
93.379.100,00 129.396.700,00 72,16 

24. Penyiapan Bahan Koordinasi musrenbang Kecamatan 144.638.850,00 151.500.000,00 95,47 

25. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota 

655.891.800,00 671.670.000,00 97,65 

 
8. 

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

180.489.900,00 230.458.000,00 78,32 

26. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

154.600.000,00 188.058.000,00 82,21 

27. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi 25.889.900,00 42.400.000,00 61,06 
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NO. PROGRAM DAN KEGIATAN 
REALISASI 

(Rp) 
ANGGARAN 

(Rp) 
% 

Perencanaan Pembangunan SKPD 

 
9. 
 
 

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

194.636.300,00 268.600.000,00 72,46 

28. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 

75.091.500,00 138.350.000,00 54,28 

29. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

119.544.800,00 130.250.000,00 91,78 

 

III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

850.187.904,00 
 

955.863.300,00 88,94 

10. Kordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia  

212.875.000,00 223.898.900,00 95,08 

30. Koordnasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD)  

31.199.800,00 31.209.800,00 99,97 

31. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 

39.329.800,00 39.329.800,00 100,00 

32. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Pemerintahan 

36.299.800,00 36.309.800,00 99,97 

33. Koordnasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

40.995.900,00 49.899.800,00 82,16 

34. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan 
Manusia 

28.829.900,00 29.599.900,00 97,40 
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NO. PROGRAM DAN KEGIATAN 
REALISASI 

(Rp) 
ANGGARAN 

(Rp) 
% 

35. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Pembangunan Manusia  

36.219.800,00 37.549.800,00 96,46 

11. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 
(Sumber Daya Alam) 

428.787.404,00 522.309.700,00 82,09 

36. Koordnasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

17.978.000,00 18.040.000,00 99,66 

37. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 

25.076.200,00 26.815.000,00 93,52 

38. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Perekonomian 

31.887.000,00 32.155.000,00 99,17 

39. Koordnasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

353.846.204,00 445.229.700,00 79,46 

12. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

208.525.500,00 209.654.700,00 99,46 

40. Koordnasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

134.303.800,00 135.210.000,00 99,33 

41. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 

39.999.900,00 39.999.900,00 100,00 

42. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Infrastruktur 

34.221.800,00 34.444.800,00 99,35 
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NO. PROGRAM DAN KEGIATAN 
REALISASI 

(Rp) 
ANGGARAN 

(Rp) 
% 

IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 665.498.350,00 742.962.600,00 89,57 

13. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan 
Kependudukan  

109.900.000,00 120.309.000,00 91,35 

43. Penelitian dan Pegembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 109.900.000,00 120.309.000,00 91,35 

14. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan  

369.890.050,00 388.655.000,00 95,17 

44. Peneitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan 
Pangan 

348.290.050,00 367.055.000,00 94,89 

45. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan 
Pertanahan 

21.600.000,00 21.600.000,00 100,00 

15. Pengembangan Inovasi dan Teknologi 185.708.300,00 233.998.600,00 79,36 

46. Penelitian, Pengembangan, dan perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi 

124.879.800,00 142.334.800,00 87,74 

47. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model 
Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 

46.148.500,00 62.988.800,00 73,26 

48. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 14.680.00,00 28.675.000,00 51,19 

JUMLAH 8.324.086.886,00 9.119.156.998,00 91,28 

 

 



 

103 

 

Tahun 2021 Bappelitbang Kabupaten Tapin melaksanakan 7 

program dengan 43 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

9.119.156.998,00 Realisasi keuangan untuk belanja langsung 

sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 

8.324.086.886,00 atau 91,28%.  Realisasi anggaran yang tidak 

mencapai seratus persen tersebut disebabkan adanya beberapa 

kegiatan yang tidak dapat mencapai target karena terkendala 

waktu pelaksanaan juga karena adanya efisiensi penggunaan 

anggaran, adanya pandemi Covid-19 selain itu faktor lainnya 

adalah terbatasnya alokasi anggaran daerah namun semua 

kendala tersebut tidak mengurangi efektifitas pencapaian sasaran 

strategis. 

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada 

Tahun Anggaran 2021 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten 

Tapin Tahun 2005- 2025.  Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja 

Bappelitbang Kabupaten Tapin dapat dikategorikan Sangat Baik, 

walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100%.  Hal ini 

dibuktikan bahwa realisasi dari 3 indikator kinerja sesuai target.  

Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.10 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2021 

 

Uraian 
Pagu 
(Rp.) 

Realisasi 
(Rp.) 

Sisa 
Anggaran 

(Rp.) 

Capaian 
(%) 

Belanja 
Langsung 

9.119.156.998,00 8.324.086.886,00 795.070.112,00 91.28 

Jumlah Pagu 
Keseluruhan 

9.119.156.998,00 8.324.086.886,00 795.070.112,00 91.28 



 

104 

 

BAB IV PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbang 

Kabupaten Tapin Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban 

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good 

Governance). Laporan ini disajikan setelah mendapatkan Laporan 

Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2020 

dari Inspektorat Kabupaten Tapin yang ditandatangani pada 

tanggal 8 Juni 2021. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan 

informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan 

seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatan 

kinerja organisasi.  

Pada tahun 2021, Bappelitbang Kabupaten Tapin 

menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) indikator 

kinerja utama sesuai dengan Dokumen Perubahan IKU Rencana 

Strategis 2018-2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja 

Bappelitbang Tahun 2021.  

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara 

umum Pemerintah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan 

pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. 

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target 

dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir 

Pengukuran Kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi. Untuk 

mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan 

indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal 

sebagai berikut: 

No Rentang Capaian Kategori Capaian 

1 Lebih dari 100 % Baik Sekali (BS) 

2 Lebih dari 75% s.d 100% Baik (B) 

3 55% s.d 75% Cukup (C) 

4 Kurang dari 55 % Kurang (K) 
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Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Bappelitbang 

Kabupaten Tapin Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian 

kinerja >100% atau Baik Sekali sebanyak 1 IKU. 

2. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian 

kinerja 100% atau dengan kategori capaian Baik (B) 

sebanyak 4 IKU. 

3. Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021 

Bappelitbang Kabupaten Tapin adalah sebesar 102,06%.  

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa 

pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan 

dalam Renstra Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 

khususnya untuk Tahun Anggaran 2021, dapat dipenuhi sesuai 

dengan harapan. Bappelitbang Kabupaten Tapin akan terus 

mengupayakan melalui motivasi, kerja keras, sinergitas, inovasi 

dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, 

diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bappelitbang 

Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai 

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian 

dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin. 

 

KEPALA BAPPELITBANG 

 

 

 

Dr.  H. Zainal Aqli, ST, MT 
Pembina Utama Muda 
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Lampiran 1. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas SAKIP 
Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2020 
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Lampiran 2. Surat Keputusan TIM SAKIP Bappelitbang 
Kabupaten Tapin Tahun 2019 
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Lampiran 3. Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama 
Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2021 
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Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2021 
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